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SIDANG DIBUKA PUKUL 10.16 WIB

KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka
untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk
kita semua. Pagi ini persidangan untuk pengucapan putusan ada 11
perkara. Nomor 41/PUU-XVII/2019, 54/PUU-XVII/2019, dan seterusnya.
Untuk Pemohon Nomor 41/PUU-XVII/2019, siapa yang hadir?
Dipersilakan!
KUASA HUKUM PEMOHON 41/PUU-XVII/2019: HABEL RUMBIAK
Hadir, Yang Mulia.
KETUA: ANWAR USMAN
Siapa yang hadir?
KUASA HUKUM PEMOHON 41/PUU-XVII/2019: HABEL RUMBIAK
Yang Mulia, saya Habel Rumbiak Kuasa Hukum dari Pemohon.
KETUA: ANWAR USMAN
Oh. Ya, baik.
KUASA HUKUM PEMOHON 41/PUU-XVII/2019: HABEL RUMBIAK
41/PUU-XVII/2019.
KETUA: ANWAR USMAN
Nomor (...)

KUASA HUKUM PEMOHON 41/PUU-XVII/2019: HABEL RUMBIAK

Selain itu Kuasa Hukum lainnya (...)



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

KETUA: ANWAR USMAN
Ya?
KUASA HUKUM PEMOHON 41/PUU-XVII/2019: HABEL RUMBIAK
Bapak Ivan Kairupan dan Prinsipal hadir Ketua ... Bapak Ketua
Partai Papua Bersatu Bapak Fonataba dan Sekretaris Jenderal Bapak
Nawipa.
KETUA: ANWAR USMAN
Ya.
KUASA HUKUM PEMOHON 41/PUU-XVII/2019: HABEL RUMBIAK
Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: ANWAR USMAN
Ya, terima kasih. Nomor 54/PUU-XVII/2019?

KUASA HUKUM PEMOHON 54/PUU-XVII/2019: VIKTOR
SANTOSO TANDIASA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari
Perkara Nomor 54/PUU-XVII/2019, saya hadir pada kesempatan hari ini
ada Dr. Ibnu Sina Chandranegara, tapi beliau belum bisa masuk, Yang
Mulia. Sedang menunggu konfirmasi. Lalu kemudian ada Mas Auliya
Khasanofa, dan satu lagi ada Saudari Kexia Goutama yang diwakili oleh
Kuasa Hukum Pemohon saya sendiri Viktor Santoso Tandiasa, Yang
Mulia. Terima kasih.

KETUA: ANWAR USMAN
Ya, baik. Sekarang Nomor 54/PUU-XVIII/2020?

KUASA HUKUM PEMOHON 54/PUU-XVIII/2020: MISBAHUDIN
GASMA

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Misbahudin Gasma Kuasa dari
Perkara Nomor 54/PUU-XVIII/2020 di tempat yang berlainan kuasa
hukum semuanya hadir juga (...)
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

KETUA: ASWAR USMAN
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON 54/PUU-XVIII/2020: MISBAHUDIN
GASMA

Kemudian Para Prinsipal ada 6 orang semuanya hadir juga, Yang
Mulia. Terima kasih.

KETUA: ASWAR USMAN

Baik. Selanjutnya Perkara Nomor 62/PUU-XVIII/2020? Perkara
62/PUU-XVIII/20207?

KUASA HUKUM PEMOHON 62/PUU-XVIII/2020: EET SUSITA
Kuasa Hukum Perkara 62/PUU-XVIII/2020 yang hadir pada
kesempatan ini, yaitu pertama Saifudin. Yang kedua, E'et Susita. Yang
ketiga, Ashadi Eko. Yang keempat, Tri Manalu. Demikian, Yang Mulia.
KETUA: ANWAR USMAN
Baik, terima kasih. Perkara 69/PUU-XVIII/2020?
KUASA HUKUM PEMOHON 69: GEORGIUS LIMART SIAHAAN
Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir saya sendiri Georgous
Limart Siahaan Kuasa Hukum dari ... dalam Perkara Nomor 69/PUU-
XVIII/2020. Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: ASWAR USMAN

Ya, baik. Nomor 71/PUU-XVIII/2020? Perkara Nomor 71/PUU-
XVIII/2020, silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON 71/PUU-XVIII/2020: BAHRUL ILMI
YAKUP

Untuk Perkara Nomor 71/PUU-XVIII/2020 yang hadir saya send ...
Kuasa Hukum Bahrul Ilmi Yakup dan Pemohon Prinsipal Ir. Punto
Wibisono di sebelah kanan saya. Terima kasih, Yang Mulia.
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

KETUA: ASWAR USMAN
Baik. Perkara Nomor 72/PUU-XVIII/20207?
KUASA HUKUM PEMOHON 72/PUU-XVIII/2020: DWI RATRI
Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara Nomor 72/PUU-
XVIII/2020, saya Dwi Ratri Maharani, S.H yang hadir sendirian, Yang
Mulia.
KETUA: ASWAR USMAN
Ya, baik. Perkara Nomor 73/PUU-XVIII/20207?
KUASA HUKUM PEMOHON 73/PUU-XVIII/2020: ARI LAZUARDI
Baik, Yang Mulia. Perkara Nomor 73/PUU-XVIII/2020 hadir kami
Kuasa Ari Lazuardi beserta dua Prinsipal Pemohon III dan Pemohon IV
Saudara Kuncoro dan Saudara Andy Wijaya. Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: ASWAR USMAN
Ya, baik. Perkara Nomor 76/PUU-XVIII/2020?

KUASA HUKUM PEMOHON 76/PUU-XVIII/2020: YOHANES
MAHATMA PAMBUDIABTO

Ya. Selamat pagi, Yang Mulia?
KETUA: ASWAR USMAN
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON 76/PUU-XVIII/2020: YOHANES
MAHATMA PAMBUDIABTO

Untuk Perkara Nomor 76/PUU-XVIII/2020 hadir saya sebagai
Kuasa Yohannes Mahatma. Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ASWAR USMAN

Ya. Perkara Nomor 77/PUU-XVIII/2020? Perkara Nomor 77/PUU-
XVIII/2020, disilakan. Suaranya belum ada.



34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

KUASA HUKUM PEMOHON 77/PUU-XVIII/2020: DENNY FAJAR
SETIADI

Ya, Yang Mulia.
KETUA: ASWAR USMAN
Ya. Silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON 77/PUU-XVIII/2020: DENNY FAJAR
SETIADI

Terima kasih, Yang Mulia. Perkara Nomor 77/PUU-XVIII/2020
yang hadir Denny Fajar Setiadi dengan Bayu Segara selaku Kuasa
Pemohon, Yang Mulia.

KETUA: ASWAR USMAN

Ya, baik. Perkara Nomor 79/PUU-XVIII/2020?

KUASA HUKUM PEMOHON 79/PUU-XVIII/2020: ZICO LDS

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Perkara Nomor 79/PUU-
XVIII/2020 hadir saya Zico Leonard selaku Kuasa Pemohon, Yang Mulia.
Terima kasih.

KETUA: ASWAR USMAN

Ya, baik. Sekarang DPR?

DPR: MUHAMMAD WILDAN RAMDHANI

Terima kasih, Yang Mulia. Dari DPR hadir diwakili Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Sekjen DPR RI.

KETUA: ASWAR USMAN

Ya. Kuasa Presiden?
PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah hadir dari Kementerian
Hukum dan HAM, Direktur Litigasi dan jajarannya. Kemudian dari

Kementerian PUPR, Ibu Sekjen Kementerian PUPR dan jajarannya.
Kemudian, dari Kementerian Perdagangan dari Biro Hukum dan



43.

44.

45.

46.

47.

48.

jajarannya. Kemudian dari Kementerian Keuangan Biro Advokasi dan
jajarannya. Kemudian dari Kementerian Tenaga Kerja, Biro Hukum dan
jajarannya. Kemudian dari Kementerian Dalam Negeri, Biro Hukum dan
jajarannya. Kemudian dari Kemenlu, Biro Hukum dan jajarannya.
Kemudain, dari Kejaksaan Agung, dan yang terakhir dari Kementerian
Pemberdayaan Kemenpan dan Biro Hukum dan jajarannya. Terima kasih,
Yang Mulia.

KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pihak Terkait BPK?
Disilakan, siapa yang hadir?

PIHAK TERKAIT BPK: BLUCER WELINGTON RAJAGUGUK

Terima kasih, Yang Mulia Ketua dan para anggota Majelis Hakim.
Hadir dari BPK Bapak Ketua BPK RI hadir hari ini, Yang Mulia. Bapak Dr.
Agung Firman Sampurna. Saya sendiri Blucer Welington Rajaguguk,
Kepala Direktorat Pembinaan Pengembangan Hukum terhadap Keuangan
Negara. Kemudian (suara tidak terdengar jelas) demikian.

KETUA: ANWAR USMAN

Putus, ya?

Ya, dari sana ini dari BPK ini putus atau sinyal kali. Ya, baik. Ya,
sinyalnya (ucapan tidak terdengar jelas).

Baik. Ya. Ya, Pak Blucer silakan diulangi suaranya.

PIHAK TERKAIT BPK: BLUCER WELINGTON RAJAGUGUK
Terima kasih, Yang Mulia (...)

KETUA: ANWAR USMAN
Ya.

PIHAK TERKAIT BPK: BLUCER WELINGTON RAJAGUGUK

Ketua dan Para Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.
Kami ulangi, yang hadir dari Kami Pihak Terkait Badan Pemeriksa
Keuangan adalah Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Yang Mulia Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA dan saya sendiri Dr.
Blucer Welington Rajaguguk selaku Kepala Direktorat Utama Pembinaan
dan Pengembangan Hukum Pemeriksa Keuangan Negara. Kemudian,
Saudara Gatot Tri Suryanta, Kepala Direktorat Legislasi Pengembangan



49.

50.

51.

dan Bantuan Hukum serta beberapa pegawai dari BPK kami hadir semua,
Yang Mulia.
Demikian, perkenalannya, Yang Mulia.
KETUA: ANWAR USMAN
Ya.
PIHAK TERKAIT BPK: BLUCER WELINGTON RAJAGUGUK
Terima kasih, Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb.

KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Terima kasih, Pak Blucer. Untuk Para Pemohon sudah
dipanggil semuanya, ya, tidak ada yang tertinggal, ya?

Baik. Kita mulai pengucapan putusan ini untuk Perkara Nomor
41/PUU-XVII/2019.

PUTUSAN
NOMOR 41/PUU-XVII/ 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Krisman Dedi Awi Janui Fonataba, S.Sos.

2. Darius Nawipa

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05 dan seterusnya

memberi kuasa kepada Habel Rumbiak, S.H., SpN dan kawan,

beralamat di Jalan Perumnas I Nomor 4 Kelurahan Waena, Distrik

Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik bersama-sama maupun

sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----------------======-==--nmum—- Pemohon;
[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;

Mendengar dan membaca keterangan Presiden;

Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan ahli Mahkamah;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon;



52.

Membaca kesimpulan Pemohon.
2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah
[3.1], [3.2], Mahkamah berwenang Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a guo;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3]
[3.7]

, [3.4], [3.5] dianggap dibacakan.

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili
permohonan @ guo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum
untuk mengajukan permohonan & guo maka selanjutnya
Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan
Pemohon;

Pokok Permohonan

[3.8]

[3.9]

Menimbang bahwa permohonan a guo adalah menguiji Pasal 28
ayat (1) dan ayat (2) UU 21/2001 yang menurut Pemohon
bertentangan dengan UUD 1945 dengan argumentasi yang pada
pokoknya sebagai berikut (dalil atau argumentasi Pemohon
selengkapnya telah termuat pada bagian Duduk Perkara): angka
1, angka 2, angka 3, angka 4 dianggap dibacakan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda
bukti P-1 sampai dengan bukti P-77 dan 2 (dua) orang ahli
bernama Prof. Dr. Melkias Hetharia, S.H., M.A., M. Hum. dan
Prof. Dr. H. Djohermansyah Djohan, M.A., yang masing-
masing telah didengar keterangannya dalam persidangan dan
telah dibaca keterangan tertulisnya (sebagaimana selengkapnya
termuat pada bagian Duduk Perkara). Pemohon juga telah
menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan
Mahkamah pada tanggal 6 Februari 2020;

[3.10] Menimbang bahwa Dewan  Perwakilan  Rakyat telah

menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan
Mahkamah pada tanggal 27 Januari 2020 (sebagaimana
selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

[3.11] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan lisan

dalam persidangan pada tanggal 7 Oktober 2019 dan keterangan



tertulis tambahan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada

tanggal 17 Desember 2019 (sebagaimana selengkapnya termuat

pada bagian Duduk Perkara);

[3.12] Menimbang bahwa Mahkamah telah menghadirkan 3 (tiga) ahli
bernama Fachry Ali, Drs. Bambang Purwoko, MA dan Dr.
Andriana Elisabeth, MSoc.Sc. yang masing-masing telah
didengar keterangannya dalam persidangan dan telah dibaca
keterangan tertulisnya (sebagaimana selengkapnya termuat pada
bagian Duduk Perkara);

[3.13] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama
permohonan Pemohon, bukti surat/tulisan dan keterangan para
ahli yang diajukan Pemohon, dan kesimpulan Pemohon;
keterangan DPR; keterangan Presiden; keterangan para ahli yang
dihadirkan Mahkamah, selanjutnya Mahkamah
mempertimbangkan  pokok  permohonan Pemohon yang
berkenaan dengan frasa “partai politik” pada Pasal 28 ayat (1)
dan ayat (2) UU 21/2001, sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa otonomi khusus Provinsi Papua (termasuk
Provinsi Papua Barat sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-
Undang) diberikan berdasarkan UU 21/2001. Pemberian
status otonomi khusus bagi Papua merupakan
pelaksanaan amanat dari  Ketetapan  Majelis
Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 tentang
Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004,
yang menyatakan mempertahankan integrasi bangsa
dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia
dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman
kehidupan sosial budaya masyarakat Irian Jaya melalui
penetapan daerah otonomi khusus yang diatur dengan
undang-undang [vide Bab IV huruf G angka 2]. Selain
itu, dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan
Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, antara lain
menekankan tentang pentingnya segera merealisasikan
otonomi khusus melalui penetapan suatu undang-
undang otonomi khusus bagi Provinsi Irian Jaya dengan
memerhatikan aspirasi masyarakat selambat-lambatnya
1 Mei 2010. Di samping kedua Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat di atas, otonomi khusus
Provinsi Papua termasuk Provinsi Papua Barat yang



[3.13.2]

[3.13.3]

diberikan berdasarkan UU 21/2001 juga merupakan
amanat pelaksanaan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang
menyatakan, “Negara mengakui dan menghormati
satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat
khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan
undang-undang”. Dengan demikian pemberian otonomi
khusus bagi Papua merupakan bagian dari pengakuan
negara terhadap bentuk kekhususan suatu daerah
dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,
sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU
21/2001 antara lain sebagai berikut: dianggap
dibacakan.

Bahwa suatu daerah ditetapkan sebagai daerah khusus
jika kekhususan daerah tersebut terkait dengan
kenyataan dan kebutuhan politik yang karena posisi dan
keadaannya mengharuskan suatu daerah diberikan
status khusus yang tidak dapat disamakan dengan
daerah lainnya. Dengan kata lain, terdapat latar
belakang pembentukan dan kebutuhan nyata sehingga
diperlukan kekhususan dari daerah yang bersangkutan
sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Oleh karena itu, dalam penentuan jenis dan
ruang lingkup kekhususan yang didasarkan pada latar
belakang pembentukan dan kebutuhan nyata yang
mengharuskan diberikan kekhususan kepada suatu
daerah adalah bersifat fleksibel sesuai dengan
kebutuhan nyata diberikannya kekhususan bagi daerah
yang bersangkutan [vide Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 81/PUU-VII/2010 bertanggal 2 Maret 2011].
Dalam konteks Papua yakni antara lain dengan
mengingat bahwa dalam rangka mengurangi
kesenjangan antara Provinsi Papua dan Provinsi lain,
dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi
Papua, serta memberikan kesempatan kepada
penduduk asli Papua, diperlukan adanya kebijakan
khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia [vide Konsiderans “Menimbang” huruf h UU
21/2001].

Bahwa berdasarkan latar belakang pembentukan dan
kebutuhan nyata Papua maka pembentuk Undang-
Undang melalui UU 21/2001 memberikan kekuasaan
[sic] kepada Papua ... kekhususan kepada Papua seperti
dalam bidang pemerintahan dan politik yang mencakup
antara lain:
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[3.13.4]

1. Adanya Majelis Rakyat Papua (MRP), yang
merupakan representasi kultural orang asli Papua
yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka
perlindungan hak-hak orang asli Papua, dengan
berlandaskan pada penghormatan terhadap adat
budaya, pemberdayaan perempuan, dan
pemantapan kerukunan umat beragama [Pasal 5
ayat (2) UU 21/2001];

2. Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) merupakan
nomenklatur yang berbeda dengan daerah lainnya di
Indonesia, yaitu DPRD provinsi. Demikian pula
terdapat perbedaan perekrutan anggota DPRP, yakni
sebagian anggotanya diangkat, sedangkan sebagian
lainnya dipilih melalui pemilihan umum [Pasal 6 ayat
(2) UU 21/2001];

3. Adanya Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) di
samping Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi), dalam
rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam
Undang-Undang ini;

4. Perbedaan nomenklatur, yakni adanya distrik yang
pada dasarnya adalah kecamatan di provinsi lain
[Pasal 3 ayat (2) UU 21/2001];

5. Calon gubernur dan calon wakil gubernur harus
orang asli Papua [Pasal 12 huruf a UU 21/2001].
Dengan demikian berdasarkan kekhususan tersebut
tidak terdapat materi muatan yang mengatur mengenai
pembentukan partai politik lokal di Papua sebagaimana
di Provinsi Aceh sebagai salah satu kekhususan yang
diberikan oleh pembentuk undang-undang melalui
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Aceh (UU 11/2006);

Bahwa jika Pasal 28 UU 21/2001 dibaca secara

keseluruhan, sebenarnya kekhususan mengenai partai

politik di Papua berkenaan dengan rekrutmen yang

memrioritaskan orang asli Papua [vide Pasal 28 ayat (3)

UU 21/2001] dan wajib meminta pertimbangan kepada

Majelis Rakyat Papua [vide Pasal 28 ayat (4) UU

21/2001]. Berbeda dengan Aceh, meskipun diberi

kekhususan pembentukan partai politik lokal, akan

tetapi dalam hal mekanisme seleksi dan rekrutmen
partai politik dilakukan secara mandiri oleh partai politik.

Jadi, meskipun kedua daerah tersebut diberikan

kekhususan namun jenis dan ruang lingkup kekhususan

tidak harus selalu sama. Perbedaan tersebut didasarkan
pada latar belakang dan kebutuhan nyata dari masing-
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masing daerah yang diberi status otonomi khusus oleh
pembentuk undang-undang. Dengan demikian Pasal a
guo tidak dapat dikatakan bersifat diskriminatif karena
memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang
memang berbeda.

Selain itu, dengan kekhususan dalam hal rekrutmen
politik oleh partai politik nasional yang memrioritaskan
masyarakat asli Papua dan mewajibkan meminta
pertimbangan kepada Majelis Rakyat Papua sesuai
dengan semangat otonomi khusus Papua yang
menekankan peran penting bagi orang-orang asli Papua
dan menempatkan orang asli Papua sebagai subjek
utama, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan
Umum UU 21/2001. Lagi pula, melalui partai politik
nasional keterlibatan orang asli Papua di tingkat politik
nasional lebih terjamin karena kaderisasi tidak terbatas
di tingkat lokal dan karir politik memungkinkan sampai
di tingkat nasional, sehingga aspirasi atau kepentingan
terkait dengan Papua lebih mudah tersalurkan. Dengan
demikian meskipun tidak diberikan kekhususan untuk
membentuk partai politik lokal namun dengan adanya
ketentuan untuk memrioritaskan orang asli Papua dan
kewajiban untuk meminta pertimbangan Majelis Rakyat
Papua dalam rekrutmen politik oleh partai politik
nasional lebih memberikan jaminan pengembangan
sumber daya manusia di bidang politik bagi orang asli
Papua pada khususnya dan penduduk Papua pada
umumnya. Berdasarkan hal tersebut keberadaan Pasal a
guo sama sekali tidak menghalangi hak Pemohon untuk
berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat,
akan tetapi justru memberikan kekhususan kepada
orang asli Papua pada khususnya dan penduduk Papua
pada umumnya untuk menyuarakan kepentingan dan
aspirasi, baik di tingkat daerah maupun di tingkat
nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik
Indonesia melalui partai politik nasional.

53. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

[3.13.5] Bahwa untuk lebih memahami latar belakang
pengaturan partai politik dalam UU 21/2001 tidak dapat
dilepaskan dari proses pembahasannya yang berawal
dari Rancangan Undang-Undang tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (RUU Otsus Papua) yang
diinisiasi oleh DPR. Dalam RUU tersebut, salah satu
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aspek materi yang dibahas yakni aspek representasi
politik, yakni bahwa penduduk Papua adalah sama
seperti semua penduduk Indonesia yang telah dewasa,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dapat
membentuk partai politik. Bab VII tentang Partai Politik,
Pasal 24 RUU Otsus Papua menyatakan sebagai berikut
[vide Risalah Proses Pembahasan RUU Otsus Papua,
him. 60]:

(1) Penduduk Provinsi Papua berhak membentuk Partai
Politik;

(2) Tata cara pembentukan Partai Politik dan
keikutsertaan dalam Pemilihan Umum sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

(3) Rekrutmen politik yang dilakukan oleh Partai Politik
di  Provinsi Papua harus  memprioritaskan
masyarakat asli Papua;

(4) Partai Politik wajib meminta pertimbangan kepada
MRP dalam hal seleksi dan rekrutmen partainya
masing-masing;

Terhadap rancangan di atas, dalam Rapat Dengar

Pendapat Umum ke-2 dengan Pakar pada 28 Juli 2001,

Ryaas Rasyid mengemukakan agar ketentuan dalam

rancangan Pasal 24 ayat (1) RUU Otsus Papua perihal

“penduduk Provinsi Papua berhak membentuk partai

politik” diperjelas, apakah diatur lebih lanjut dalam

peraturan pemerintah atau melalui revisi undang-undang
mengenai partai politik [vide Risalah Proses Pembahasan

RUU Otsus Papua, him. 198]. Selengkapnya pendapat

tersebut sebagai berikut: dianggap telah dibacakan.

Terhadap pendapat pakar di atas, Paturungi Parawansa

dari F-PG menanyakan plus minus partai politik lokal,

sebagai berikut [vide Risalah Proses Pembahasan RUU

Otsus Papua, him. 224]: dianggap telah dibacakan.

Terhadap pertanyaan di atas, Ryaas Rasyid

menyampaikan penjelasan sebagai berikut. [vide Risalah

Proses Pembahasan RUU Otsus Papua, him. 251-25]

[sic] dianggap telah dibacakan.

Pembahasan mengenai partai politik di Papua

mengemuka kembali dalam Rapat Dengar Pendapat

Umum ke-3 dengan Tim Asistensi Pemda Provinsi Irian

Jaya pada 3 September 2001. Muhammad Musa’ad

(Anggota Tim Asistensi) menyampaikan pembentukan

partai politik merupakan salah satu kekhususan [vide

Risalah Proses Pembahasan RUU Otsus Papua, him.

273]. Selengkapnya sebagai berikut: dianggap telah
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dibacakan.

Sebelum rapat dengan Tim Asistensi berakhir, Ferry
Mursyidan Baldan dari F-PG menyampaikan ada
beberapa hal yang perlu didalami lagi dengan
pendampingan Tim Asistensi, di antaranya sebagai
berikut [vide Risalah Proses Pembahasan RUU Otsus
Papua, him. 296]: dianggap telah dibacakan.

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Tim
Asistensi Pemda Provinsi Irian Jaya berlanjut keesokan
harinya pada 4 September 2001. Dalam RDPU ini,
kembali Muhammad Musa’ad (Anggota Tim Asistensi)
menyampaikan bahwa pembentukan partai politik di
Papua tidak berarti tidak mengakui partai politik nasional
[vide Risalah Proses Pembahasan RUU Otsus Papua,
him. 332]. Selengkapnya sebagai berikut: dianggap telah
dibacakan.

Pembahasan RUU Otsus Papua selanjutnya dibawa
dalam Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus). Dalam Rapat
Kerja Pansus dengan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi
Daerah pada 10 Oktober 2001, pembentukan partai
politik di Papua ikut disinggung. Dalam Rapat Kerja
tersebut, Marthina Meheu Wally dari F-PG meminta hak
diberikan kepada penduduk adalah membentuk partai
nasional di daerah, bukan partai lokal [vide Risalah
Proses Pembahasan RUU Otsus Papua, him. 704].
Berikut ini selengkapnya: dianggap telah dibacakan.
Sementara itu, Anthonius Rahail dari F-KKI memberi
catatan dengan tidak disebutkannya partai lokal dalam
RUU Otsus sebagai berikut [vide Risalah Proses
Pembahasan RUU Otsus Papua, him. 705): dianggap
telah dibacakan.

Berdasarkan risalah pembahasan RUU Otsus Papua
tersebut di atas, istilah “partai politik lokal” sebagai
pemaknaan dari frasa “partai politik” dalam RUU a guo
memang benar pernah muncul tetapi pendapat tersebut
dikemukakan oleh salah seorang anggota Tim Asistensi
RUU Otsus Papua. Apabila ditelusuri lebih jauh, yang
bersangkutan konsisten menyebut istilah “partai politik
lokal” selama proses pembahasan. Namun demikian,
apabila dibaca secara saksama pendapat yang
dikemukakan sejumlah anggota DPR yang tergabung
dalam Pansus RUU Otsus Papua, frasa “partai politik”
dimaksud bukanlah partai politik dalam pengertian
“partai politik lokal”. Misalnya pendapat Marthina Meheu
Wally dari F-PG secara eksplisit menyatakan “meminta
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dalam rancangan RUU Otsus Papua agar memberi hak
kepada penduduk provinsi Papua membentuk partai
politik nasional di daerah”. Dengan demikian, yang
dimaksudkan Marthina bukanlah pembentukan partai
politik lokal. Begitu pula Anthonius Rahail dari F-KKI
secara tegas menyatakan dalam RUU Otsus Papua
partainya tidak menyebut frasa “partai politik” sebagai
partai politik lokal. Oleh karena itu, Anthonius Rahail
menambahkan pula, agar gagasan “partai politik” dalam

RUU Otsus Papua dimaksud ditampung dalam revisi

undang-undang partai politik.

Akhirnya, setelah melewati serangkaian tahapan, hasil

pembahasan Pansus RUU Otsus Papua dilaporkan

kepada rapat paripurna dalam rangka pengambilan

keputusan atas RUU Otsus Papua pada 22 Oktober 2001.

Pimpinan Pansus RUU Otsus Papua melaporkan hasil

pembahasan RUU Otsus Papua, pendapat akhir fraksi-

fraksi, dan sambutan Pemerintah terhadap pengambilan
keputusan atas RUU Otsus Papua, disetujui RUU Otsus

Papua menjadi Undang-Undang tentang Otonomi Khusus

Bagi Provinsi Papua. Terkait pengaturan partai politik di

Provinsi Papua diatur dalam Bab VII Partai Politik Pasal

28 yang menyatakan sebagai berikut:

(5) Penduduk Provinsi Papua dapat membentuk partai
politik;

(6) Tata cara pembentukan partai politik dan
keikutsertaan dalam pemilihan umum sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

(7) Rekrutmen politik oleh partai politik di Provinsi
Papua dilakukan dengan memprioritaskan
masyarakat asli Papua;

(8) Partai Politik wajib meminta pertimbangan kepada
MRP dalam hal seleksi dan rekrutmen partainya
masing-masing.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, terdapat pergeseran
substantif pola perumusan norma dari “Penduduk Provinsi Papua
berhak membentuk partai politik” menjadi “Penduduk Provinsi
Papua dapat membentuk partai politik”. Secara normatif,
perubahan kata “berhak” menjadi kata “dapat” mengakibatkan
pola perumusan norma dimaksud bergeser dari sesuatu yang
dekat dengan sifat imperatif menjadi bersifat fakultatif. Perubahan
pola perumusan norma tersebut tetap mempertahankan
konstruksi norma Pasal 28 ayat (2) yang menyatakan “tata cara
pembentukan partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan
umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dalam
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batas penalaran yang wajar, frasa “sesuai dengan peraturan
perundang-undangan” sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 28
ayat (2) a gqguo tidaklah menggambarkan dan menunjukkan
karakter sebagai sebuah partai politik lokal. Dengan demikian,
pengaturan partai politik di Papua sebagaimana termaktub dalam
Pasal 28 UU 21/2001 bukanlah dimaksudkan sebagai partai politik
lokal. Sebab, pengaturan partai politik dalam UU 21/2001 tidak
secara tegas dikatakan dan sekaligus dimaknai sebagai partai
politik lokal. Bahkan, bilamana hendak dibandingkan dengan UU
11/2006, keberadaan partai politik lokal disebut secara eksplisit
dalam Ketentuan Pasal 1 angka 14 UU 11/2006. Tidak hanya
penyebutan tersebut, UU 11/2006 pun menguraikan secara
terperinci ihwal partai politik lokal dalam satu bab khusus, yaitu
Bab XI Pasal 75 sampai dengan Pasal 95 UU 11/2006, yang
mengatur mulai dari Pembentukan; Asas, Tujuan, dan Fungsi; Hak
dan Kewajiban; Larangan; Keanggotaan dan Kedaulatan Anggota;
Keuangan; Sanksi; Persyaratan Mengikuti Pemilu Anggota
DPRA/DPRK, Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; dan Pengawasan
terhadap partai politik lokal. Artinya, jikalau pembentuk undang-
undang bermaksud frasa “partai politik” dalam UU 21/2001
sebagai partai politik lokal, maka pengaturannya akan dilakukan
secara terperinci berkenaan dengan segala sesuatu yang terkait
dengan partai politik lokal. Selain itu, sebagaimana diuraikan pada
bab ... Saya ulangi. Selain itu, sebagaimana diuraikan pada Sub-
paragraf [3.13.3] di atas, partai politik lokal memang tidak
termasuk sebagai bentuk kekhususan yang diberikan UU 21/2001
dalam penyelenggaraan otonomi khusus di Papua.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah tidak
menemukan bukti yang meyakinkan bahwa frasa “partai politik”
dalam Pasal 28 UU 21/2001 adalah partai politik lokal. Namun,
dalam posisi sebagai salah satu daerah yang diberi status otonomi
khusus, dalam hal apabila terdapat kesempatan untuk melakukan
perubahan terhadap undang-undang partai politik pada masa
mendatang, pembentuk undang-undang dapat saja memberikan
pengaturan khusus pengelolaan partai politik di Papua yang
memungkinkan warga negara yang merupakan penduduk Papua
memiliki kesempatan lebih besar untuk terlibat mengelola partai
politik nasional yang berada di Papua. Bahkan, sebagai bagian
dari demokratisasi partai politik, pengaturan khusus dimaksud
dapat menjadi model percontohan desentralisasi pengelolaan
partai politik nasional di daerah. Dalam batas penalaran yang
wajar, kesempatan lebih luas untuk terlibat mengelola partai
politik akan memberikan ruang lebih luas kepada warga negara
penduduk Papua untuk mengisi jabatan-jabatan politik yang
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54.

merupakan hasil kontestasi politik yang melibatkan partai politik.
Namun demikian, jika pembentukan partai politik lokal akan
dijadikan sebagai bagian dari kekhususan Papua, pembentuk
undang-undang dapat melakukan dengan cara merevisi UU
21/2001 sepanjang penentuannya diberikan sesuai dengan latar
belakang dan kebutuhan nyata Papua serta tetap dimaksudkan
sebagai bagian dari menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

[3.15]Menimbang  bahwa  berdasarkan  seluruh  pertimbangan
sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat frasa
“Partai Politik” pada Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU 21/2001
adalah konstitusional secara bersyarat sepanjang dimaknai
sebagai “Partai Politik Lokal” sebagaimana dikehendaki oleh
Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

HAKIM KETUA: ANWAR USMAN
4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana
diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a guo;
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a quo;
[4.3] Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara
dan seterusnya).

5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap
Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh,
Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin
Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua
puluh satu, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh dan Rapat
Permusyawaratan Hakim pada hari Kamis, tanggal lima belas, bulan
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Oktober, tahun dua ribu dua puluh, yang diucapkan dalam Sidang
Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin,
tanggal dua puluh enam, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh,
selesai diucapkan pukul 10.54 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi
tersebut di atas dengan dibantu oleh Syukri Asy‘ari sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan
Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.
Selanjutnya.

PUTUSAN
Nomor 54/PUU-XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, SH., M.H., Pemohon I;
2. Auliya Khasanofa, S.H., M.H., Pemohon II;
3. Kexia Goutama, Pemohon III;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Agustus 2019

memberi kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.,

dkk., beralamat di Jalan Tanah Abang 1 Nomor 12 Jakarta

Pusat 10160, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-

sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut

sebagai --------=====mmmmm e para Pemohon;
[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan Presiden;

Mendengar dan membaca keterangan DPR;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Badan

Pemeriksa Keuangan;

Mendengar dan membaca keterangan ahli Presiden;

Mendengar keterangan saksi Presiden;

Mendengar dan membaca keterangan ahli Pihak Terkait Badan

Pemeriksa Keuangan;

Membaca kesimpulan para pihak.
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55.

2. DUDUK PERKARA
[2.1] dan seterusnya dianggap dibacakan.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah
[3.1], [3.2] dianggap dibacakan, Mahkamah  berwenang  mengadili
permohonan a guo;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3], [3.4], [3.5] dianggap dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara cermat
uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya,
khususnya berkenaan dengan kerugian hak konstitusional yang
didalilkan, ternyata bahwa dalil kerugian hak konstitusional
dimaksud berkait erat dengan pokok permohonan. Oleh karena
itu, perihal kedudukan hukum para Pemohon baru dapat diketahui
apabila Mahkamah terlebih dahulu memeriksa pokok permohonan.
Dengan demikian, Mahkamah akan mempertimbangkan
kedudukan hukum para Pemohon tersebut bersama-sama dengan
pokok permohonan.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a guo dan kedudukan hukum para Pemohon akan
dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan,
maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok
permohonan.

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 4
ayat (1) UU 15/2004 dan Pasal 6 ayat (3) UU 15/2006, para
Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana
selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang
pada pokoknya sebagai berikut:

1, 2, 3, 4 dianggap dibacakan.

[3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, para
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi
tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 sebagaimana termuat
lengkap pada bagian Duduk Perkara.

[3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan & qguo DPR telah
mengajukan  keterangan DPR yang disampaikan dalam

19



[3.11]

[3.12]

[3.13]

[3.14]

persidangan pada tanggal 26 November 2019 dan juga

menyerahkan keterangan tertulis dan keterangan tertulis

tambahan beserta lampirannya yang diterima di Kepaniteraan
pada tanggal tanggal 27 Januari 2020 (sebagaimana
selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara).

Menimbang bahwa terhadap permohonan a guo Presiden telah

mengajukan keterangan Presiden yang disampaikan dalam

persidangan pada tanggal 11 November 2019 dan juga
menyerahkan keterangan tertulis dan keterangan tertulis
tambahan yang masing-masing diterima di Kepaniteraan pada
tanggal 15 November 2019 dan tanggal 23 Januari 2020, serta
mengajukan dua orang ahli yang bernama Dr. W. Riawan

Tjandra, SH., M.Hum., dan Dr. Binsar Hamonangan

Simanjuntak, Ak., MBA., serta saksi yang bernama Sumiyati

(sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk

Perkara).

Menimbang bahwa terhadap permohonan a guo Pihak Terkait

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengajukan keterangan

yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 26 November

2019 dan juga menyerahkan keterangan tertulis dan keterangan

tertulis tambahan beserta lampirannya yang masing-masing

diterima di Kepaniteraan pada tanggal 26 November 2019,

tanggal 14 Februari 2020 dan tanggal 18 Februari 2020, serta

mengajukan ahli yang bernama Andi Mattalatta, SH., M.Hum.

(sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk

Perkara).

Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama argumentasi

yang dikemukakan dalam permohonan para Pemohon serta

memeriksa bukti-bukti yang diajukan, masalah konstitusional yang
harus dipertimbangkan Mahkamah adalah apakah benar PDTT
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (3) UU 15/2006 dan
dalam Pasal 4 ayat (1) UU 15/2004 tidak memberikan kepastian
hukum yang adil, sebagaimana didalilkkan oleh para Pemohon,
terutama apabila dilekatkan dalam konteks memeriksa
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana

termaktub dalam Pasal 23E ayat (1) UUD 1945.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh

persoalan dimaksud, Mahkamah terlebih dahulu

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa sebagai hukum dasar, UUD 1945 telah mengatur
sedemikian rupa tujuan yang hendak dicapai dengan
membentuk negara Indonesia. Dalam hal ini, Alinea IV
Pembukaan UUD 1945 antara lain menyatakan bahwa
membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
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tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial. Guna mencapai tujuan dimaksud,
keuangan negara merupakan salah satu faktor penting
yang diatur dalam UUD 1945.

Berkenaan dengan hal itu, Pasal 23 ayat (1) UUD
1945 menyatakan, “Anggaran pendapatan dan belanja
negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara
ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Karena
itu, salah satu perwujudan dari tata kelola pemerintahan
yang baik, termasuk pengelolaan keuangan negara,
adalah pelaksanaan pembangunan yang tepat sasaran
dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan
masyarakat. Dalam mewujudkan pengelolaan keuangan
negara yang terbuka dan bertanggung jawab guna
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, diperlukan
pengelolaan keuangan negara yang profesional, terbuka
dan bertanggung jawab agar tidak terjadi penyimpangan
yang merugikan keuangan negara.

Berangkat dari hal tersebut, kehadiran lembaga
pemeriksa  keuangan negara menjadi  sebuah
keniscayaan. Sebagaimana halnya hukum dasar negara-
negara yang menempatkan makna penting pengelolaan
keuangan negara yang terbuka dan akuntabel, UUD
1945 pun telah mengatur keberadaan badan pemeriksa
keuangan yang bebas dan mandiri, serta terlepas dari
pengaruh kekuasaan lainnya yang berlaku secara
universal dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

56. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

[3.14.2] Bahwa aturan pokok yang mengatur mengenai perlunya
dibentuk Badan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta
untuk mewujudkan pengelolaan negara yang tertib, taat
pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien,
efektif, dan transparan, serta bertanggung jawab, Pasal
23E ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Untuk memeriksa
pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan
negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang
bebas dan mandiri”. Ihwal pengelolaan dimaksud dalam
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[3.14.3]

[3.14.4]

diktum menimbang huruf a UU 15/2004 menyatakan
bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan
pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola
secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,
ekonomis, efisien, efektif, dan transparan, serta
bertanggung jawab dengan memerhatikan rasa keadilan
dan kepatutan.

Lebih lanjut, untuk mewujudkan pengelolaan keuangan
negara sebagaimana dimaksud, perlu dilakukan
pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan oleh
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bebas dan
mandiri. Tidak hanya dalam UU 15/2004, semangat yang
sama dipertegas kembali dalam diktum menimbang
huruf a dan huruf b UU 15/2006 yang menyatakan: a
dan b dianggap dibacakan.

Bahwa dari aturan tersebut sudah jelas tujuan utama
dari dibentuknya BPK adalah untuk
meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka
untuk mendorong pengelolaan keuangan negara guna
mencapai tujuan negara dengan melakukan pemeriksaan
yang berkualitas melalui proses identifikasi masalah,
analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen,
objektif, dan profesional sesuai standar pemeriksaan
untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan
keandalan informasi mengenai pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara. Artinya, BPK
merupakan garda terdepan dalam  mengawasi
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara
dengan mengawal jalannya keuangan negara dan
menutup  kemungkinan  terjadinya  korupsi  dan
penyalahgunaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank
Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan
Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan
lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan
negara (vide Pasal 6 UU 15/2006).

Bahwa sebagaimana diatur dalam UU 15/2004, luas
lingkup pemeriksaan BPK meliputi pemeriksaan atas
pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas
tanggung jawab keuangan negara yang terdiri atas
pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan
pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan
keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan,
sedangkan pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas
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pengelolaan keuangan negara vyang terdiri atas
pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta
pemeriksaan aspek efektifitas. Adapun PDTT adalah
pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan
keuangan dan pemeriksaan kinerja (vide Pasal 4 ayat (1)
UU 15/2004 dan Pasal 6 ayat (3) UU 15/2006);

[3.14.5] Bahwa apabila diletakkan dalam konteks pemeriksaan
tanggung jawab pengelolaan keuangan negara, PDTT
berupa pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan
dengan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif.
Pemeriksaan kepatuhan dilakukan untuk mengevaluasi
secara lebih mendalam kepatuhan manajemen sektor
publik dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan
kepadanya, yang belum diketahui dan tidak tercakup
saat pemeriksaan keuangan. Adapun pemeriksaan
investigatif dilakukan untuk mengungkap adanya indikasi
kerugian negara. Dengan demikian, kewenangan PDTT
dimaksudkan memberi ruang kepada BPK untuk
melakukan pemeriksaan secara lebih menyeluruh dan
mendalam terhadap pengelolaan dan tanggungjawab
keuangan negara, yang mungkin belum ditemukan
adanya kesalahan dan penyimpangan keuangan negara
melalui pemeriksaan keuangan, yang dikenal dengan
pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian
Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
(LKPP), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
maupun melalui Pemeriksaan Kinerja. Melalui PDTT, BPK
antara lain dapat melakukan pemeriksaan investigatif
guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara
dan/atau bahkan unsur pidana.

[3.15] Bahwa berdasarkan uraian di atas, merujuk Penjelasan UU
15/2004, “pemeriksaan dengan tujuan tertentu” (PDTT), adalah
pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar
pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam
pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal
lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan
investigatif. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu ini dapat
dilakukan untuk memperjelas pembuktian ada atau tidaknya
penyalahgunaan keuangan negara atau tindak pidana korupsi
guna menelisik kemungkinan adanya kerugian keuangan negara
(state loss), maka dalam batas penalaran yang wajar, PDTT
menjadi lebih fleksibel.

Karena, tidak ada kriteria yang jelas dan transparan yang dapat

diketahui oleh institusi/lembaga yang diperiksa, dibandingkan

dengan “pemeriksaan keuangan” dan “pemeriksaan kinerja”. Oleh
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karenanya, menjadi dapat dipahami jika terdapat pandangan
bahwa fleksibilitas tersebut membuka ruang kemungkinan
terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oleh BPK
dalam melaksanakan tugasnya. Kemungkinan tersebut pun
dikemukakan para Pemohon dalam permohonan a guo. Terlebih
lagi, ditambahkan para Pemohon, terdapat fakta sejumlah instansi
yang telah mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP)
masih memungkinkan dilakukan PDTT.

Kemungkinan tersebut dapat terjadi karena opini WTP dimaksud
hanyalah mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan
dalam laporan keuangan pemerintah dengan mempertimbangkan
aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP),
kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang
diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Artinya,
WTP bukanlah menjadi predikat pasti bahwa tidak terdapat
pelanggaran pengelolaan keuangan negara pada institusi/lembaga
dimaksud, karena yang dinilai hanyalah apakah laporan keuangan
sudah disusun dengan wajar. Oleh karena itu pemberian opini
WTP atas laporan keuangan kepada suatu institusi/lembaga tidak
menutup kemungkinan  dilakukannya PDTT  terhadap
institusi/lembaga tersebut apabila dari hasil pemeriksaan
keuangan atau dari hasil pemeriksaan kinerja terdapat hal yang
menurut BPK perlu untuk diperiksa lebih lanjut termasuk untuk
mengungkap adanya kerugian negara.

[3.16] Menimbang bahwa kemungkinan sebagaimana dikemukakan di
atas pun telah disadari oleh pembentuk undang-undang, sehingga
untuk melakukan PDTT, BPK diwajibkan menyusun standar
pemeriksaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal
31 UU 15/2006 dan Pasal 5 UU 15/2004. Standar pemeriksaan
yang dipergunakan oleh BPK saat ini adalah Standar Pemeriksaan
Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan melalui Peraturan
Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (PBPK 1/2017).
Penyempurnaan standar pemeriksaan  dilakukan  secara
berkesinambungan sesuai kebutuhan pelaksanaan pemeriksaan
BPK, dengan memerhatikan perkembangan teori pemeriksaan,
dinamika masyarakat yang menuntut adanya transparansi dan
akuntabilitas, serta kebutuhan akan hasil pemeriksaan yang
bernilai tambah.

Namun demikian, karena PDTT merupakan pemeriksaan khusus
yang diperlukan jika ditemukan adanya indikasi terjadinya
kerugian negara dengan tujuan pemeriksaan untuk menemukan
fakta dan bukti adanya indikasi terjadinya kerugian negara, maka
standar pemeriksaan sebagaimana dikemukakan di atas dirasakan
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masih belum cukup. Dalam hal ini, untuk mencegah kemungkinan
penyalahgunaan wewenang (abuse of power) atau kesalahan
dalam menggunakan wewenang (misuse of power) dalam
pengelolaan keuangan negara, Mahkamah perlu menekankan
bahwa kemungkinan untuk bisa dilakukannya PDTT terhadap
suatu institusi/lembaga harus didasarkan pada keputusan BPK
sebagai suatu lembaga dan tidak diputuskan oleh orang per
orang, baik oleh auditor maupun oleh seorang anggota BPK,
tetapi melalui mekanisme yang harus diputuskan oleh BPK
sebagai suatu lembaga yang bersifat kolektif kolegial. Terlebih
lagi, putusan secara institusional tersebut harus diambil untuk
PDTT bagi institusi/lembaga yang telah diberikan status opini WTP
oleh BPK. Dengan keputusan demikian, pada satu sisi, BPK
menjadi lebih berhati-hati dalam memberikan status opini WTP
dan, di sisi lain, status opini tertinggi tersebut tidak mudah
tergerus oleh hasil pemeriksaan PDTT yang dilakukan sebagai
kelanjutan dari pemeriksaan sebelumnya. Sehingga dengan
demikian, sebagai salah satu bentuk pemeriksaan yang dimiliki

BPK dapat dilaksanakan untuk memeriksa pengelolaan tanggung

jawab tentang keuangan negara sesuai dengan amanat Pasal 23E

ayat (1) UUD 1945.

[3.17] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempertimbangkan
keberadaan PDTT sebagai salah satu bentuk pemeriksaan
pengelolaan tanggung jawab keuangan negara dan sebelum
sampai pada kesimpulan, dikarenakan kerugian hak konstitusional
para Pemohon belum ditentukan sebagaimana diuraikan pada
Paragraf [3.6] dan Paragraf [3.7] di atas, maka berdasarkan
pertimbangan Mahkamah terhadap substansi atau norma undang-
undang yang dimohonkan pengujian, sebagaimana diuraikan pada
Paragraf [3.14] sampai dengan Paragraf [3.16] di atas,
Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan
hukum para Pemohon dalam kualifikasinya sebagai perseorangan
warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai dosen pada
perguruan tinggi (Pemohon I dan Pemohon II) dan bergabung
dalam organisasi Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah
(MAHUTAMA), serta yang berstatus sebagai mahasiswa (Pemohon
IIT) apakah menderita kerugian hak konstitusional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 UU MK.

Terhadap kedudukan hukum para Pemohon tersebut, Mahkamah

mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.17.1] Bahwa sebagaimana pertimbangan Mahkamah di atas,
yang menjadi lingkup pemeriksaan BPK adalah
pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan
atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan
atas tanggung jawab keuangan negara yang terdiri atas
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[3.17.2]

pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan
pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam rangka
mengawal jalannya keuangan negara dan menutup
kemungkinan terjadinya korupsi dan penyalahgunaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang
dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha
Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum, Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga atau badan
lain yang mengelola keuangan negara (vide UU 15/2004
dan UU 15/2006).

Apabila dilihat dari ruang lingkup pemeriksaan BPK
tersebut sudah jelas adalah institusi/lembaga yang
mengelola keuangan negara yaitu Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank
Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan
Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan
lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan
negara. Sedangkan, bila dilihat dari profesi/status para
Pemohon vyaitu dosen pada perguruan tinggi dan
mahasiswa yang tidak berkaitan dengan pengelolaan
keuangan negara yang merupakan ruang lingkup
pemeriksaan BPK sehingga tidak terdapat hubungan
sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian
konstitusional para Pemohon yang berprofesi/berstatus
sebagai dosen pada perguruan tinggi dan mahasiswa
dengan berlakunya Pasal 4 ayat (1) UU 15/2004 dan
Pasal 6 ayat (3) UU 15/2006 yang dimohonkan
pengujian. Sementara itu berkaitan dengan Pemohon I
dan Pemohon II yang menerangkan dirinya sebagai
pembayar pajak, menurut Mahkamah, hal tersebut justru
PDTT memberikan perlindungan kepada Pemohon I dan
Pemohon II sebagai pembayar pajak dan hal ini semakin
menguatkan bahwa tidak ada hubungan kausalitas
antara anggapan kerugian konstitusionalitas yang
didalilkan Pemohon I dan Pemohon II dengan
berlakunya norma a guo.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah,
yang nyata-nyata maupun potensial dirugikan oleh
berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan
pengujian adalah institusi/lembaga yang melaksanakan
pengelolaan keuangan negara sebagai ruang lingkup
pemeriksaan BPK. Dengan demikian, dalam kualifikasi
para Pemohon sebagai dosen perguruan tinggi dan
Mahasiswa, @ Mahkamah berpendapat para Pemohon
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57.

tidak mengalami kerugian hak konstitusional sehingga
para Pemohon dalam kualifikasi ini, tidak mempunyai
kedudukan hukum dalam permohonan a guo.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di
atas, Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak memiliki
kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan & guo.
Seandainya pun para Pemohon memiliki kedudukan hukum, guod
non, telah ternyata bahwa norma Undang-Undang vyang
dimohonkan pengujiannya masih diperlukan untuk melaksanakan
pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
sebagai upaya untuk menjaga agar hasil pemeriksaan yang
dilakukan oleh BPK dapat dipertanggungjawabkan menurut
peraturan perundang-undangan secara tepat dan benar. Oleh
karena itu, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut
hukum.

KETUA: ANWAR USMAN
4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana
diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a guo;

[4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk
mengajukan permohonan a quo;

[4.3] Andai pun para Pemohon memiliki kedudukan hukum guod non,
permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X
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Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap
Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul,
Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin
Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua
belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh, yang diucapkan
dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari
Senin, tanggal dua puluh enam, bulan Oktober, tahun dua ribu dua
puluh, selesai diucapkan pukul 11.21 WIB, oleh sembilan Hakim
Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota,
Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Daniel
Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin
Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Saiful
Anwar sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon,
Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang
mewakili, dan Pihak Terkait atau yang mewakili.

PUTUSAN
NOMOR 54/PUU-XVIII/ 2020
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan

oleh:
1. Nama : Kamal Barok, S.H., M.H.

Sebagai --------------- -- Pemohon I,
2. Nama : Nurul Fadhilah

Sebagai --------------- - Pemohon 11,
3. Nama . Erika Rovita Maharani, S.H.

Sebagai --------------- Pemohon III;
4. Nama : Melita Kristin BR Meliala

Sebagai --------------- --Pemohon IV
5. Nama : Helli Nurcahyo, S.H., LL.M.

Sebagai --------------- ---Pemohon V;,
6. Nama : M. Suprio Pratomo

Sebagai --------------- Pemohon VI,

dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Juli
2020, memberikan kuasa kepada Misbahuddin Gasma, S.H.,
M.H., dan kawan-kawan berkedudukan dan beralamat Jalan
Jenderal Ahmad Yani Nomor 2 Kayu Putih, Rawamangun, Jakarta
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58.

Timur, bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama

bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VI disebut

sebagai --------------- --- para Pemohon;
[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

2.

DUDUK PERKARA dan seterusnya dianggap dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Kewenangan Mahkamah
2. Kedudukan Hukum Para Pemohon dianggap dibacakan

[3.6]

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang
mengadili permohonan a guo dan para Pemohon memiliki
kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a guo,
selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok
permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7]

[3.8]

[3.9]

[3.10]

Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas
Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU 5/1999, para
Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada
pokoknya sebagai berikut: 1, 2, 3 dianggap dibacakan.
Menimbang bahwa untuk menguatkan dan
membuktikan dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi
tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-21, yang
selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara.
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah
jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan
relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak
sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK.
Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama
permohonan para Pemohon, memeriksa bukti-bukti para
Pemohon, serta mempertimbangkan argumentasi para
Pemohon, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan
dalil permohonan para Pemohon sebagai berikut:
[3.10.1] Bahwa para Pemohon mendalilkan yang pada
pokoknya menyatakan adanya pertentangan
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antara frasa “Keputusan Presiden” dalam Pasal 34
ayat (1) dan frasa “keputusan Komisi” dalam Pasal
34 ayat (4) UU 5/1999 sehingga menyebabkan
kebuntuan dalam pengaturan kelembagaan dan
kepegawaian  sekretariat KPPU. Hal ini
menimbulkan pemahaman bahwa undang-undang
hanya mengamanatkan kepada Komisi untuk
mengatur  kelembagaan dan  kepegawaian
sekretariat KPPU. Terhadap dalil para Pemohon
tersebut, Mahkamah berpendapat KPPU adalah
sebuah lembaga yang dibentuk berdasarkan UU
5/1999 untuk mengawasi pelaksanaan UU 5/1999,
yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan
Pemerintah serta pihak lain dan bertanggung
jawab kepada Presiden. Lebih lanjut, berkaitan
dengan kelembagaan KPPU, Mahkamah Konstitusi
dalam  Putusan Nomor  85/PUU-XIV/2016,
bertanggal 20 September 2017, pada Paragraf
[3.14.6] menyatakan: dianggap dibacakan.Oleh
karena itu berdasarkan pertimbangan hukum
putusan tersebut, KPPU merupakan lembaga
negara bantu (state auxilliary organ) yang
merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan
tugas lembaga negara pokok yang
pembentukannya berdasarkan perintah undang-
undang. Berkenaan dengan dalil para Pemohon
yang mempersoalkan produk hukum
pembentukan KPPU dilakukan melalui Keputusan
Presiden (Keppres), hal tersebut tidak dapat
dipisahkan dari materi yang diatur dan sifat
peraturan yang mengatur lembaga KPPU itu
sendiri. Apabila dicermati lebih lanjut, bahwa
pembentukan lembaga KPPU secara faktual cukup
diatur dalam keputusan presiden, hal tersebut
disebabkan karena menurut pembentuk undang-
undang berkaitan dengan lembaga KPPU termasuk
di dalamnya susunan organisasi, tugas, dan
fungsinya adalah berkenaan dengan hal-hal yang
bersifat konkret, individual, dan sekali selesai.
Dengan kata lain oleh karena substansi yang
berkaitan dengan pembentukan lembaga KPPU,
susunan organisasi, tugas dan fungsinya serta
sebagai lembaga vyang bersifat membantu
pelaksanaan tugas lembaga negara pokok dalam
rangka mengawasi dan menegakkan hukum
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larangan praktik monopoli dan/atau persaingan
usaha tidak sehat adalah hal-hal yang
dikategorikan mempunyai sifat konkret, individual,
dan sekali selesai. Oleh karenanya hal-hal tersebut
dapat diatur dalam keppres.

Lebih lanjut dijelaskan, bahwa secara doktriner
keppres bersifat penetapan yang hanya berlaku
dan mengikat kepada orang atau pihak tertentu
yang disebut dan mengenai hal yang diatur dalam
keppres tersebut, dalam hal ini adalah KPPU serta
susunan organisasi, tugas, dan fungsinya. Dengan
demikian hal ini menguatkan argumen bahwa
substansi yang berkenaan dengan KPPU memang
dapat diakomodir untuk diatur dalam keppres.
Sementara itu berkaitan dengan dalil para
Pemohon, yang memohon agar berkenaan dengan
KPPU diatur dalam peraturan presiden (perpres),
tentunya hal tersebut permasalahannya bukan
terletak semata-mata karena peraturan
perundang-undangannya yang mengatur, akan
tetapi lebih kepada substansi yang akan diatur.
Oleh karena itu kebutuhan peraturan yang
diperlukan untuk mengatur KPPU, sangat
tergantung pada substansi peraturan perundang-
undangan sejauh mana akan merespon kebutuhan
dan dinamika lembaga KPPU, yang tentunya
disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat serta
fungsi dari lembaga KPPU dan kemudian
menyebabkan adanya relevansi lembaga KPPU
perlu diatur dalam perpres.

Bahwa terlepas dari adanya kebutuhan lembaga
KPPU yang bersifat kekinian (jika ada) dan juga
sebagaimana yang didalilkan para Pemohon,
Mahkamah berpendapat sepanjang belum secara
konkret lembaga KPPU sudah ditingkatkan ruang
lingkup kewenangannya, tugas dan fungsinya,
maka belum tepat apabila pembentukan KPPU
serta susunan organisasi, tugas, dan fungsinya
dilakukan melalui perpres. Sebab, di samping
bertentangan dengan alasan historis ketika
lembaga KPPU tersebut dibentuk, juga secara
doktriner tidak sesuai dengan sifat dari perpres
yang mengatur norma yang bersifat umum,
abstrak dan terus-menerus.
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Bahwa uraian pertimbangan hukum Mahkamah di
atas juga berlaku (mutatis mutandis) terhadap
dalil para Pemohon yang meminta agar frasa
“keputusan Komisi” dalam Pasal 34 ayat (4) UU
5/1999 ditafsirkan sebagai “Peraturan Presiden.”
Hal ini dikarenakan norma yang diatur dalam
Pasal 34 ayat (4) UU 5/1999 juga bersifat konkret,
individual, dan sekali selesai, yakni terkait dengan
susunan organisasi, tugas dan fungsi sekretariat
dan kelompok kerja dalam KPPU yang merupakan
kewenangan komisi untuk mengaturnya. Dengan
demikian tidaklah tepat apabila
mempermasalahkan norma dari Pasal 34 ayat (1)
dan ayat (4) UU 5/1999 yang merupakan norma
delegasi dari undang-undang, sementara
substansi yang diperintahkan adalah memang
berkaitan dengan hal yang bersifat individual,
konkret, dan sekali selesai. Dengan kata lain
norma Pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) UU 5/1999
merupakan delegasi untuk pembentukan komisi
dan susunan organisasi, tugas dan fungsi lembaga
KPPU serta ketentuan mengenai susunan
organisasi, tugas dan fungsi sekretariat dan
kelompok kerja dalam KPPU. Sehingga apabila
norma pasal-pasal @ guo pada frasa “Keputusan
Presiden” dalam Pasal 34 ayat (1) UU 5/1999 dan
frasa “keputusan Komisi” dalam Pasal 34 ayat (4)
UU 5/1999 dinyatakan bertentangan dengan UUD
1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai selain “Peraturan Presiden”, maka hal
tersebut sama saja dengan  menggeser
pembentukan KPPU serta susunan organisasi,
tugas, dan fungsinya serta susunan organisasi,
tugas, dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja
pada lembaga KPPU diatur dengan perpres, maka
akan menggeser pula alasan historis dan substansi
pembentukan KPPU yang dijadikan rujukan ketika
dibentuk. Di mana oleh pembentuk undang-
undang berkenaan pembentukan komisi cukup
diatur dengan keppres sebagaimana diatur dalam
Pasal 34 ayat (1) UU 5/1999, sedangkan berkaitan
dengan ketentuan mengenai susunan organisasi,
tugas dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja
diatur dengan keputusan Komisi, sebagaimana
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[3.10.2]

diatur dalam norma Pasal 34 ayat (4) UU 5/1999.
Di samping hal tersebut bertentangan dengan
sifat dari perpres yang merupakan ketentuan
pengaturan terhadap hal-hal yang bersifat umum,
abstrak dan terus-menerus, juga terdapat
“contradictio in terminis’ antara substansi yang
diatur dengan norma yang semestinya mengatur
dalam norma yang bersangkutan. Terlebih, tidak
semua keppres dapat serta-merta dimaknai dan
diberlakukan sebagaimana perpres, karena hanya
terhadap keppres vyang bersifat “mengatur”
(regeling) yang dapat dimaknai sebagai perpres.
Sementara itu frasa “Keputusan Presiden” dalam
Pasal 34 ayat (1) UU 5/1999 yang berkaitan
dengan pembentukan lembaga KPPU serta
susunan organisasi, tugas, dan fungsinya
merupakan keppres yang berisi norma bersifat
“mengatur” (regeling) ataukah “menetapkan”
(beschikking) hal tersebut bukan menjadi
kewenangan =~ Mahkamah  Konstitusi  untuk
menilainya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut

Mahkamah, dalil para Pemohon yang memohon
agar frasa “Keputusan Presiden” dalam Pasal 34
ayat (1) dan frasa “keputusan Komisi” dalam Pasal
34 ayat (4) UU 5/1999 ditafsirkan sebagai
“Peraturan Presiden” adalah tidak beralasan
menurut hukum.
Bahwa para Pemohon selanjutnya mendalilkan
KPPU sebagai lembaga negara yang mempunyai
peran penting dan sangat strategis sudah
seharusnya didukung oleh sekretariat yang
bersifat tetap serta memiliki kemandirian dan
kapasitas dalam tata kelola  organisasi,
kepegawaian, dan pengelolaan anggaran, yakni
sekretariat jenderal.

Berkaitan dengan dalil para Pemohon
tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan
Nomor 116/PUU-XII/2014, bertanggal 4 Agustus
2015, Paragraf [3.15] huruf ¢ menyatakan:
dianggap dibacakan.

Bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum
Mahkamah di atas, sekretariat KPPU merupakan
unit organisasi untuk mendukung atau membantu
pelaksanaan tugas KPPU yang susunan organisasi,
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tugas dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja
diatur berdasarkan keputusan Komisi. Oleh karena
itu, adanya keinginan para Pemohon yang
meminta agar sekretariat KPPU dimaksud
ditafsirkan sebagai sekretariat jenderal, menurut
Mahkamah, dalam menentukan pembentukan unit
organisasi sekretariat jenderal, diperlukan kajian
yang mendalam dari segala sisi yang dikaitkan
dengan fungsi, tugas, dan wewenang KPPU,
karena pada dasarnya pembentukan sekretariat
jenderal memiliki konsekuensi yang luas, bukan
hanya terkait dengan anggaran, yang dalam hal
ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, tetapi juga mengakibatkan ruang lingkup
kewenangan organisasi menjadi lebih besar.

Bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana
tersebut di atas, apabila Mahkamah mengabulkan
permohonan para Pemohon yakni dengan
meningkatkan status kesekretariatan jenderal
pada KPPU, guod non, hal tersebut sama halnya
memaksa Mahkamah harus melakukan analisa
tentang ruang lingkup kewenangan kelembagaan
dan jabatan-jabatan yang melekat terkait dengan
kesekretariatan-jenderal KPPU, namun
sesungguhnya hal tersebut bukanlah menjadi
kewenangan Mahkamah. Selain itu, Mahkamah
juga tidak dapat menggambarkan konsekuensi
anggaran atau biaya yang akan dikeluarkan oleh
negara jika permohonan para Pemohon
dikabulkan. Dengan kata lain, hal ini menegaskan
bahwa permasalahan kesekretariatan KPPU akan
ditingkatkan menjadi kesekretariatan jenderal
ataukah bukan, hal tersebut bukan menjadi
kewenangan Mahkamah untuk menentukannya,
melainkan menjadi kewenangan pemerintah dan
lembaga terkait untuk menentukannya. Oleh
karena itu, setelah secara kelembagaan
kesekretariatan dapat ditingkatkan menjadi
sekretariat jenderal maka hal tersebut baru
mempunyai korelasi dengan peraturan yang
mengaturnya, apakah tetap diatur dengan
keputusan presiden ataukah dengan peraturan
presiden, penyesuaian tersebut sangat tergantung
pada sifat dan kebutuhan kelembagaannya.
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Bahwa penegasan berkenaan penentuan status
kelembagaan kesekretariatan KPPU yang bukan
menjadi kewenangan Mahkamah, sesungguhnya
juga dipahami oleh para Pemohon sebagaimana
disampaikan para Pemohon dalam salah satu dalil
permohonannya yang menyatakan
penyempurnaan UU 5/1999 merupakan wilayah
kewenangan pembentuk undang-undang, oleh
karena itu para Pemohon memohon agar
Mahkamah setidak- tidaknya dapat memberikan
landasan konstitusional sebagai arah
penyempurnaan UU 5/1999, sehingga rancangan
undang-undang tentang larangan  praktik
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat masuk
dalam daftar prolegnas rancangan undang-undang
prioritas dan segera dilaksanakan  (vide
permohonan para Pemohon him. 28, huruf e).
Terhadap hal tersebut, Mahkamah dapat
memahami bahwa oleh karena penyempurnaan
UU 5/1999 dapat juga merupakan bagian
penegasan terhadap kedudukan dan kewenangan
kelembagaan kesekretariatan KPPU maka dengan
mempertimbangkan, bahwa lembaga KPPU
dibentuk dengan tujuan untuk mencegah dan
menindak adanya praktik monopoli dan untuk
menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat
kepada para pelaku usaha di Indonesia, KPPU
sebagai lembaga independen yang terlepas dari
pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak
lain dan bertanggung jawab kepada Presiden
seperti yang disebutkan pada Pasal 30 UU 5/1999,
dan ditambah dalam perjalanannya selama ini
KPPU mampu menjawab tantangan untuk
mengawal penerapan UU 5/1999 dan mencegah
adanya praktik monopoli dan persaingan usaha
tidak sehat di berbagai sektor perekonomian
Indonesia. Maka, melalui putusan ini Mahkamah
penting menegaskan status kelembagaan KPPU,
apabila memiliki urgensi dan telah dilakukan
pengkajian yang komprehensif serta telah
disesuaikan dengan kebutuhan kewenangan,
ruang lingkup tugas dan fungsinya, dapat saja
disesuaikan dan tidak menjadi penghalang KPPU
untuk berkembang menjadi lembaga yang sesuai
dengan kebutuhan.
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Dengan demikian berdasarkan  uraian
pertimbangan hukum tersebut, menurut
Mahkamah, dalil permohonan para Pemohon
berkaitan kata “sekretariat” dalam Pasal 34 ayat
(2) dan ayat (4) UU 5/1999 bertentangan dengan
UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai selain “sekretariat jenderal sebagaimana
sekretariat badan-badan lain yang fungsinya
berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945" tidaklah beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan
hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil
para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk
seluruhnya.

59. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana
diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a guo;
[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a quo;
[4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk
seluruhnya.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Dalam putusan ini ada empat Hakim Konstitusi yang berbeda
pendapat, yaitu Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, Hakim Konstitusi
Saldi Isra, Hakim Konstitusi Aswanto, dan Hakim Konstitusi Daniel
Yusmic P. Foekh memiliki alasan berbeda (concurring opinion) perihal
pokok permohonan frasa “Keputusan Presiden” yang menyangkut
norma dalam Pasal 34 ayat (1) UU 5/1999, sebagai berikut.

Dipersilakan, Yang Mulia.
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60.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik.

6. ALASAN BERBEDA (CONCURRING OPINION)

Terhadap perihal pokok permohonan frasa “Keputusan Presiden” yang
menyangkut norma dalam Pasal 34 ayat (1) UU 5/1999, sebagai
berikut:

[6.1]

[6.2]

[6.3]

Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan frasa “Keputusan
Presiden” dalam norma Pasal 34 ayat (1) UU 5/1999 yang
menyatakan “Pembentukan Komisi serta susunan organisasi,
tugas, dan fungsinya ditetapkan dengan “Keputusan Presiden”
adalah inkonstitusional apabila frasa “Keputusan Presiden” tidak
dimaknai menjadi “Peraturan Presiden”. Berkenaan dengan dalil
para Pemohon tersebut penting untuk dilihat kembali waktu
pengesahan UU 5/1999 dan waktu pembentukan Komisi
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga yang
dibentuk sesuai dengan perintah UU 5/1999. Penentuan waktu
(time constraint) tersebut diperlukan karena berkaitan dengan
perubahan nomenklatur produk hukum berupa “Keputusan”
dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU
10/2004).

Menimbang bahwa seturut dengan tidak adanya lagi penyebutan
“Keputusan” untuk muatan yang bersifat pengaturan, maka
“Ketentuan Penutup” yang termaktub dalam Pasal 56 UU 10/2004
menyatakan “Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri,
Keputusan  Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau
keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
54 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-
Undang ini berlaku, harus dibaca peraturan, sepanjang tidak
bertentangan dengan Undang-Undang ini”. Dalam
perkembangannya, sekalipun UU 10/2004 dinyatakan tidak
berlaku, ketentuan yang sama dengan muatan Pasal 56 UU
10/2004 tersebut tetap dipertahankan. Dalam hal ini, Pasal 100
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) sebagai pengganti
UU 10/2004 menyatakan, "“Semua Keputusan Presiden,
Keputusan  Menteri,  Keputusan  Gubernur,  Keputusan
Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah
ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai
sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan
Undang-Undang ini”.

Menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal
34 ayat (1) UU 5/1999 telah ditetapkan Keputusan Presiden
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Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan
Usaha (Keppres 75/1999), di mana muatannya mengatur mengenai
pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi KPPU.
Pengaturan produk hukum dengan menggunakan nomenklatur
tersebut dapat dipahami karena Keppres 75/1999 dibentuk
sebelum berlakunya uu 10/2004. Namun dalam
perkembangannya, setelah berlakunya UU 10/2004, dikarenakan
perlunya  dilakukan  penyempurnaan guna  mendukung
pelaksanaan tugas dan wewenang KPPU, Keppres 75/1999
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008
tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun
1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Sesuai
dengan amanat Pasal 56 UU 10/2004, nomenklatur produk hukum
perubahan dimaksud tidak lagi menggunakan nomenklatur
“Keputusan Presiden” sebagaimana nomenklatur yang digunakan
dalam Pasal 34 ayat (1) UU 5/1999, melainkan telah disesuaikan
dengan nomenklatur dalam UU 10/2004, vyaitu “Peraturan
Presiden”. Sebetulnya, perihal perubahan nomenklatur ini pun
telah diketahui dan dipahami oleh para Pemohon sebagaimana
dinyatakan dengan jelas dan terang dalam mendalilkan
ketidakjelasan status kelembagaan KPPU (vide permohonan para
Pemohon him. 15 huruf b). Dengan demikian, apa yang
dimohonkan oleh para Pemohon telah dengan sendirinya
terjawab oleh para Pemohon dalam permohonan a guo bahwa
“Keputusan Presiden” dalam Pasal 34 ayat (1) UU 5/1999
karena bermuatan mengatur sebagaimana ketentuan Pasal 56
UU 10/2004 jo. Pasal 100 UU 12/2011 telah dimaknai sebagai
“peraturan” /n casu “Peraturan Presiden” tanpa harus melalui
pengujian konstitusionalitas norma a guo. Oleh karena itu,
permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
%k %k %k

61. KETUA: ANWAR USMAN

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap
Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Arief Hidayat, Saldi Isra, Wahiduddin
Adams, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Enny
Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin,
tanggal tiga puluh satu, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh,
dan Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Senin, tanggal
sembilan belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh, yang
diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk
umum pada hari Senin, tanggal dua puluh enam, bulan Oktober,
tahun dua ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul 11.46 WIB, oleh
sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap

38



62.

Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Arief Hidayat, Saldi Isra, Wahiduddin
Adams, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Enny
Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh
Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para
Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang
mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

PUTUSAN
Nomor 62/PUU-XVIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan

[1.2]

terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : Koko Koharudin

Alamat : Sorowajan 250 RT 12, Kecamatan Banguntapan,
Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 05/LBH
BHIJAK/III/2020, bertanggal 1 Maret 2020 memberi kuasa kepada
1) E'et Susita, S.H., M.Sc dan kawan-kawan beralamat di Jalan
Tentara Pelajar Km. 8 Nomor 6B Tegalrejo, Desa Sariharjo,
Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, yang bertindak baik sendiri maupun bersama-sama
atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----------------=-=-==-mmmm--- Pemohon;
Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah
Dianggap dibacakan

Pokok Permohonan
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[3.7]

[3.8]

[3.9]

Menimbang bahwa dalam mendalilkkan inkonstitusionalitas
bersyarat Pasal 18 ayat (1) UU 24/2011 Pemohon mengemukakan
argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam
bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1, 2,
3, 4 dianggap dibacakan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya Pemohon
mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1
sampai dengan bukti P-18;

Menimbang bahwa sebelum  mempertimbangkan  pokok
permohonan, dengan berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh
karena permohonan a quo telah jelas, maka Mahkamah
berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan
pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK;

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara cermat

dalil permohonan Pemohon dan alat bukti yang diajukan, isu
konstitusionalitas yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah
berkenaan dengan permohonan a quo adalah mengenai
pendaftaran calon peserta BPJS penerima bantuan iuran yang
hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah, sehingga berakibat
terhalangnya warga negara yang tidak mampu secara ekonomi
untuk memperoleh layanan BPJS;

[3.11] Menimbang bahwa Pasal 18, di mana ayat (1)-nya dimohonkan

penguijian oleh Pemohon, terdiri dari dua ayat yang selengkapnya

menyatakan sebagai berikut:

“(1)Pemerintah mendaftarkan penerima Bantuan Iuran dan
anggota keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS.

(2) Penerima Bantuan Iuran wajib memberikan data mengenai diri
sendiri dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar
kepada Pemerintah untuk disampaikan kepada BPJS.”

Ketentuan lain dalam UU a guo yang mempunyai kaitan langsung

dengan ketentuan kepesertaan penerima Bantuan Iuran pada

Pasal 18 ayat (1) adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 7 yang menyatakan, “Bantuan Iuran adalah
Iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan
orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan Sosial”;

2. Pasal 19 ayat (4) yang menyatakan, “Pemerintah membayar
dan menyetor Iuran untuk penerima Bantuan Iuran kepada
BPJS”; serta

3. Pasal 19 ayat (5) huruf a yang menyatakan, “Ketentuan lebih
lanjut mengenai: a. besaran dan tata cara pembayaran Iuran
program jaminan kesehatan diatur dalam Peraturan Presiden;
dan ...".

Selain beberapa ketentuan dimaksud, di dalam UU 24/2011 tidak

ditemukan lagi ketentuan yang relevan dengan pendaftaran calon

peserta BPJS penerima Bantuan Iuran, terutama ketentuan
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mengenai tata cara pendaftaran calon peserta BPJS penerima
bantuan.

[3.12] Menimbang bahwa permasalahan yang dihadapi Pemohon muncul
manakala UU a qguo tidak mengatur atau menjelaskan tata cara
pendaftaran calon peserta BPJS dengan kriteria PBI, sehingga
Pemohon merasa terhalang hak konstitusionalnya untuk
memperoleh jaminan sosial /n casu jaminan layanan kesehatan
dari BPJS Kesehatan. Dengan kata lain, isu konstitusional yang
dihadapi Pemohon adalah ketiadaan pengaturan dalam UU a guo
mengenai pendaftaran calon peserta BPJS PBI, sementara telah
jelas bahwa Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 memberikan
perlindungan/jaminan hukum bahwa semua warga negara berhak
memperoleh jaminan sosial, yang menurut Mahkamah hak atas
jaminan sosial demikian meliputi pula jaminan kesehatan dalam
bentuk kepesertaan dalam BPJS Kesehatan;

Bahwa norma Pasal 18 ayat (1) UU 24/2011 menurut
Mahkamah merupakan pengejawantahan semangat jaminan sosial
yang diamanatkan oleh Pasal 28H ayat (3) UUD 1945. Tindakan
hukum Pemerintah yang mendaftarkan PBI dan anggota
keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS sebagaimana ketentuan
Pasal 18 ayat (1) UU 24/2011 tidak dapat diartikan lain selain
diikuti dengan pembiayaan atau pembayaran iuran peserta
bersangkutan. Hal demikian ternyata telah pula diatur dalam Pasal
19 ayat (4) UU 24/2011;

Kesesuaian antara norma UU yang dimohonkan pengujian
dengan norma UUD 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian
menurut Mahkamah seharusnya dapat menjawab persoalan
konstitusionalitas norma yang dikemukakan dalam permohonan a
quo. Namun terdapat satu pertanyaan lanjutan terkait isu
konstitusionalitas tersebut, yaitu apakah jika di dalam UU a quo
tidak terdapat norma yang mengatur tata cara pendaftaran calon
peserta BPJS PBI, lantas hal demikian mengakibatkan Pasal 18
ayat (1) UU 24/2011 bertentangan dengan UUD 1945.

[3.13] Menimbang bahwa kewenangan Mahkamah adalah menguji
norma undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan tersebut
tegas dicantumkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang
menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, ...".
Perluasan makna terhadap objek pengujian berupa undang-
undang hanya diberlakukan Mahkamah kepada Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dengan alasan
Perpu mempunyai materi hukum dan kekuatan berlaku setara
dengan Undang-Undang [vide Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 138/PUU-VII/2009, bertanggal 8 Februari 2010]. Artinya,
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selain norma undang-undang, norma Perpu juga merupakan objek
pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, sementara
norma peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang
bukan merupakan objek pengujian Mahkamah Konstitusi;

Seandainya makna suatu norma undang-undang tidak cukup
jelas, apakah Mahkamah dalam upaya interpretasi boleh merujuk
pada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang
terutama yang menjadi peraturan pelaksana bagi undang-undang
a quo yang sedang diuji. Rujukan kepada peraturan pelaksana
undang-undang yang sedang diuji dapat memunculkan anggapan
bahwa konstitusionalitas suatu undang-undang digantungkan
kepada peraturan yang lebih rendah dari undang-undang a quo.
Anggapan demikian tidak sepenuhnya salah jika norma suatu
undang-undang, dengan penalaran  wajar, sebenarnya
bertentangan dengan UUD 1945 namun kemudian dinyatakan
tidak bertentangan dengan alasan peraturan pelaksana undang-
undang tersebut bersesuaian dengan norma UUD 1945;

Menurut Mahkamah, upaya memahami suatu undang-undang
dengan cara mengaitkan dengan peraturan pelaksana undang-
undang tersebut, dan tanpa bermaksud menilai legalitas peraturan
pelaksana yang dimaksudkan, maka hal tersebut dapat dibenarkan
sepanjang, antara lain, norma undang-undang yang sedang diuji
tidak mengatur hal yang dimohonkan namun dalam penalaran
wajar ketentuan dimaksud tidak menyimpangi norma UUD 1945,
atau dengan istilah lain isu konstitusionalitas undang-undang yang
dimohonkan pengujian adalah mengenai ketiadaan atau
ketidakjelasan  pengaturan; dan undang-undang a quo
memerintahkan pengaturan lebih lanjut di dalam peraturan
perundang-undangan lainnya.

[3.14] Menimbang bahwa dalam perkara @ guo menurut Mahkamah
kondisi sebagaimana dinyatakan dalam Paragraf [3.13] di atas
telah terpenuhi. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Pasal 18
ayat (1) UU 24/2011 yang dimohonkan pengujian telah terbukti
tidak bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu UU 24/2011
memang tidak mengatur tata cara pendaftaran bagi calon peserta
BPJS PBI, namun memerintahkan pengaturan lebih lanjut dalam
peraturan perundang-undangan lainnya;

Pelaksanaan lebih lanjut UU 24/2011 telah diatur dalam
beberapa peraturan pelaksana, dua di antaranya adalah Peraturan
Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
(Perpres 82/2018), dan Peraturan Menteri Sosial Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan Dan Tata
Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
(Permensos 21/2019);
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63.

[3.15] Menimbang bahwa tanpa bermaksud menilai legalitas kedua
peraturan tersebut, menurut Mahkamah kedua peraturan
pelaksana UU 24/2011 tersebut telah mengatur permasalahan
Pemohon mengenai tata cara perubahan status kepesertaan BPJS
Kesehatan dan/atau tata cara pendaftaran calon peserta BPJS PBI.
Oleh karenanya, menurut Mahkamah norma Pasal 18 ayat (1) UU
24/2011 junctis Perpres 82/2018 dan Permensos 21/2019 telah
mengatur hal yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam memeroleh
layanan kesehatan dan layanan publik lainnya melalui kepesertaan
dalam BPJS bidang Kesehatan. Mengenai apakah kepesertaan
Pemohon akan termasuk kategori PBI atau bukan, menurut
Mahkamah hal demikian bukan merupakan kewenangan
Mahkamah untuk menilai dan memutuskannya.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas,
dalil Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas Pasal 18 ayat
(1) UU 24/2011 adalah tidak beralasan menurut hukum.

KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana
diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a guo;
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan

permohonan a quo;
[4.3] Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menolak permohonan Pemohon.

KETUK PALU 1X
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Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap
Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Suhartoyo, Arief
Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, dan Manahan M.P.
Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal tiga,
bulan September, tahun dua ribu dua puluh, serta dalam Rapat
Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar
Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams,
Saldi Isra, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny
Nurbaningsih, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Selasa, tanggal tiga belas, bulan Oktober, tahun dua
ribu dua puluh, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi
terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh enam, bulan
Oktober, tahun dua ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul 11.58 WIB,
oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua
merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Suhartoyo,
Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, dan Manahan
M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh
Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon
atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan
Presiden atau yang mewakili.

PUTUSAN
NOMOR 69/PUU-XVIII/ 2020
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan
oleh:

Lembaga Kemasyarakatan Paguyuban Warga Solo Peduli
Pemilu (PWSPP) yang beralamat di Jalan Transito Nomor 138
Suronalan, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 008, Kelurahan
Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, dalam hal ini
diwakili oleh:

1. Johan Syafaat Mahanani
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64.

[1.2]

2. Almas Tsagqibbirru, RE.A.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009 dan seterusnya
memberi kuasa kepada Arif Sahudi, S.H., M.H., dan kawan-
kawan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri
bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

4. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

5. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah
[3.1], [3.2] dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili

permohonan a guo

Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3], [3.4] dianggap dibacakan

[3.5]

Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat

(1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan

konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya

Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum

Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian
konstitusionalitas nya dalam permohonan & guo adalah Pasal
201A ayat (1) dan ayat (2) Lampiran UU 6/2020 yang
rumusannya adalah sebagai berikut:

Dianggap dibacakan.

2. Bahwa Pemohon dalam uraiannya menyatakan diri sebagai
Lembaga Swadaya Masyarakat yang tumbuh dan berkembang
secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di
tengah masyarakat, yang didirikan atas dasar kepedulian dan
dalam rangka turut serta mewujudkan pemilu yang
demokratis di Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut,
Pasal 6 Akta Pendirian Nomor 15 tanggal 13 Desember 2019
yang dibuat di hadapan Eret Hartanto, S.H., Notaris dan PPAT
di Kota Surakarta, yang merupakan Anggaran Dasar dari
Pemohon disebutkan: ‘'Lembaga ini bertujuan untuk
mengemban apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang
Republik  Indonesia khususnya dalam membela dan
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memperjuangkan hak sipil dan politik warga negara untuk

terpenuhinya hak memilih dan dipilih dalam pemungutan

suara.”

3. Bahwa Pemohon dalam wuraiannya menyatakan telah
melakukan berbagai macam kegiatan yang dilakukan secara
terus menerus. Sebagaimana dijelaskan Pemohon bentuk
kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemohon sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 7 Akta Pendirian Nomor 15 tanggal 13
Desember 2019 adalah sebagai berikut:

1.) Memberikan layanan informasi dan pengetahuan hukum dalam
rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan
memperjuangkan hak sipil dan politik warga negara untuk
terpenuhinya hak memilih dan dipilih dalam Pemungutan suara;

2.) Membantu warga masyarakat dalam memperjuangkan haknya,
termasuk menerima keluhan atau pengaduan khususnya dalam
membela dan memperjuangkan warga negara untuk
terpenuhinya hak memilih dan dipilih dalam pemungutan suara,
melakukan pendampingan atau mewakili terkait dengan upaya
penyelesaian sengketa Pemilu melalui Mediasi, Arbitrase,
Konsiliasi, dan/atau dengan cara proses hukum;

3.) Mengajukan upaya hukum Pra Peradilan, Judicial Review,
Gugatan Perdata, Gugatan Tata Usaha Negara, dan/atau upaya
hukum lainnya terkait dengan hal-hal yang menjadi sengketa
dalam pemilu di masyarakat melalui jalur pengadilan terkait
dengan perkara-perkara dalam upaya khususnya dalam
membela dan memperjuangkan warga negara untuk
terpenuhinya hak memilih dan dipilih dalam Pemungutan suara
dalam hal penegakan hukum dan hal lain terkait dengan hak-
hak konsumen secara mandiri dalam kedudukannya sebagai
Pihak Ketiga yang berkepentingan;

4.) Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam upaya
mewujudkan perlindungan khususnya dalam membela dan
memperjuangkan warga negara untuk terpenuhinya hak
memilih dan dipilih dalam pemungutan suara;

5.) Melakukan pengawasan bersama Pemerintah dan masyarakat
terhadap pelaksanaan khususnya dalam membela dan
memperjuangkan warga negara untuk terpenuhinya hak
memilih dan dipilih dalam pemungutan suara.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (5) Anggaran Dasar
Pemohon tersebut disebutkan: 'Pengurus harian dalam hal ini
Ketua, yang jika berhalangan atau tidak ada diwakili oleh
Wakil Ketua, mewakili Badan Pengurus, dan karena itu
mewakili lembaga baik di dalam maupun di luar Pengadilan,
tentang segala hal dan segala kejadian dengan hak untuk
melakukan segala tindakan dan perbuatan dengan
pengecualian untuk ...~

5. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar
Pemohon telah diangkat dan ditetapkan Johan Syafaat
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Mahanani sebagai Ketua dan Almas Tsaqibbirru RE A
sebagai Sekretaris. Dengan demikian menurut Pemohon
kedua orang tersebut berhak mewakii Lembaga
Kemasyarakatan Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu
sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-
undang a quo.

[3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian
Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya,
sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, menurut
Mahkamah, norma vyang diajukan oleh Pemohon adalah
berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, di mana
menurut Pemohon, pelaksanaan pemilihan kepala daerah
tersebut berkaitan erat dengan aktivitas dan kegiatan Pemohon
sebagai lembaga sebagaimana diuraikan Pemohon di atas dan
dibuktikan dengan Akte pendirian dan Anggaran Dasar (bukti P-
1). Terhadap hal tersebut, untuk membuktikan adanya
keterkaitan antara norma & guo dengan hak konstitusional
Pemohon dan lebih jauh untuk meyakinkan Mahkamah bahwa
terdapat kerugian konstitusional atau setidaknya potensi
kerugian konstitusional terhadap Pemohon berkenaan dengan
berlakunya norma a guwo, Pemohon tidak cukup hanya dengan
menjelaskan tujuan dari pembentukan organisasi, tetapi harus
pula dapat menyampaikan contoh konkret aktivitas atau kegiatan
Pemohon sebagai Lembaga berkenaan dengan isu
konstitusionalitas norma yang diajukan (vide pertimbangan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019,
bertanggal 27 Agustus 2020, Paragraf [3.14]). Keharusan
tersebut telah pula dinasihatkan oleh Makamah dalam
persidangan pendahuluan (vide Risalah Sidang Perkara 69/PUU-
XVIII/2020 tanggal 8 September 2020, him. 29). Namun setelah
dibaca secara saksama uraian Pemohon mengenai kedudukan
hukum dan seluruh alat bukti yang dilampirkan oleh Pemohon,
tidak terdapat uraian maupun bukti yang dapat meyakinkan
Mahkamah bahwa Pemohon telah aktif melakukan kegiatan-
kegiatan yang berkenaan dengan isu konstitusionalitas dalam
norma yang diajukan pengujiannya. Menurut Mahkamah,
Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon sebagai
Lembaga telah secara aktif berkegiatan di bidang yang berkaitan
dengan norma yang diajukan pengujian. Dengan demikian
Pemohon tidak mengalami kerugian baik secara langsung
maupun tidak langsung dengan berlakunya norma a guo serta
tidak terdapat pula hubungan sebab-akibat antara anggapan
kerugian konstitusional dengan berlakunya norma yang
dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat
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65.

Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a guo.

[3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a guo, namun dikarenakan Pemohon tidak memiliki
kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a guo, maka
Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan
Pemohon.

KETUA: ASWAR USMAN
6. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana

diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a guo,

[4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a guo;

[4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap
Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Enny
Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, dan
Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu,
tanggal tujuh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh, yang
diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk
umum pada hari Senin, tanggal dua puluh enam, bulan Oktober,
tahun dua ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul 12.09 WIB, oleh
sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Ery
Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh
Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili
dan Presiden atau yang mewakili.

PUTUSAN
Nomor 71/PUU-XVIII/ 2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
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66.

[1.1]

[1.2]

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh R. M. Punto
Wibisono. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Agustus
2020, memberi kuasa kepada Dr. Bahrul Ilmi Yakup, S.H.,
M.H., dan kawan-kawan berdomisili di Jalan Lingkar Istana
Nomor 01, Demang Lebar Daun, Palembang, bertindak baik
secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas
nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai .,
Pemohon;

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA
Dan seterusnya dianggap dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

[3.6]

[3.7]

[3.8]

3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1], [3.2] Dianggap dibacakan.
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3], [3.4], [3.5] Dianggap dibacakan.
Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a guo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum
untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a guo maka
selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan  pokok
permohonan Pemohon.
Pokok Permohonan
Menimbang bahwa dalam mendalilkkan inkonstitusionalitas
bersyarat Pasal 51 ayat (1) UU Peradilan Umum, Pasal 50 ayat
(1), Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (2) UU Mahkamah Agung,
serta Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, Pemohon
mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah
dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai
berikut: 1, 2 sampai dengan 5E dianggap dibacakan.
Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon
telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda
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[3.9]

Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13 (sebagaimana selengkapnya
termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Menimbang bahwa oleh karena permohonan a guo telah jelas,
Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun
kebutuhan  untuk  mendengar  keterangan pihak-pihak
sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK;

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa

dengan saksama permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang
diajukan, masalah konstitusional dalam permohonan a guo adalah
berkenaan dengan Pasal 51 ayat (1) UU Peradilan Umum, Pasal 50
ayat (1), Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (2) UU Mahkamah
Agung, serta Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang
menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal
28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

[3.11] Menimbang bahwa berkaitan dengan dalil-dalil permohonan

Pemohon tersebut, apabila dicermati secara esensial
mempersoalkan dua hal pokok, yaitu:
Pertama, bahwa terkait inkonstitusionalitas proses

pemeriksaan dalam persidangan “banding”, “kasasi”,
dan “peninjauan kembali” yang tidak dilakukan
dengan dihadiri oleh para pihak yang berperkara
dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum.

Kedua, bahwa terkait inkonstitusionalitas dalam perkara
perdata tidak dapat diajukan upaya hukum peninjauan
kembali lebih dari satu kali manakala ditemukan
adanya keadaan baru atau novum.

[3.12] Menimbang bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan

inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian oleh
Pemohon sebagaimana dikemukakan di atas, penting bagi
Mahkamah untuk mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa UUD 1945 menegaskan, Indonesia adalah negara hukum.
Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip
penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan
kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh
kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan. Dalam Pasal 24 ayat (1) UUD
1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan
kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan
guna menegakkan hukum dan keadilan. Perubahan UUD 1945
telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan,
khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Perubahan
tersebut, antara lain menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman
dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan
yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,

50



lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah
Mahkamah Konstitusi. Ketentuan dalam UUD 1945 juga
menegaskan bahwa Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA)
berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-
undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh
undang-undang.

Sebagai puncak peradilan di lingkungan MA, MA merupakan
peradilan tingkat terakhir bagi semua lingkungan peradilan, yaitu
mulai dari peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat
banding, sebagai pengadilan judex factie, sampai dengan kasasi
kepada MA sebagai peradilan judex juris. Bahwa makna judex
factie adalah majelis hakim memeriksa fakta, sedangkan judex
Jjuris adalah majelis hakim memeriksa penerapan hukum. Dalam
sistem peradilan di Indonesia, judex factie dan judex juris adalah
dua tingkatan peradilan di Indonesia berdasarkan cara
pengambilan keputusan dalam bentuk putusan. Sistem peradilan
di lingkungan MA terdiri atas peradilan tingkat pertama, peradilan
tingkat banding, dan peradilan tingkat kasasi. Peradilan tingkat
pertama dan peradilan tingkat banding adalah judex factie yang
memiliki kewenangan, yaitu memeriksa fakta dan bukti dari suatu
perkara serta menentukan fakta-fakta dari suatu perkara tersebut,
sedangkan peradilan tingkat kasasi, MA sebagai judex juris hanya
memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara dan tidak
memeriksa fakta dari perkara tersebut. Peradilan tingkat pertama
adalah peradilan yang menerima, memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara sesuai dengan kompetensinya. Sedangkan
peradilan tingkat banding adalah peradilan yang menerima,
memeriksa, dan mengadili perkara yang diputus peradilan tingkat
pertama. Peradilan tingkat banding di samping memeriksa ulang
bukti-bukti dan fakta yang ada juga memeriksa aspek hukumnya.
Sementara itu, peradilan tingkat kasasi, MA tidak lagi memeriksa
fakta dan bukti-bukti perkara. Dalam hal ini, judex juris hanya
memeriksa interpretasi, konstruksi, dan penerapan hukum
terhadap fakta yang sudah diterapkan judex factie. Upaya hukum
kasasi merupakan hak bukan kewajiban dan pengajuan
permohonan kasasi merupakan upaya hukum biasa. Tujuan utama
pengajuan permohonan kasasi, antara lain sebagai koreksi
terhadap kesalahan penerapan hukum peradilan di tingkat bawah.

67. HAKIM ANGGOTA: DANIEL P FOEKH
[3.13] Menimbang bahwa setelah menguraikankan hal-hal tersebut di

atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil
yang dikemukakan Pemohon, sebagai berikut:
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[3.13.1] Bahwa Pemohon mendalilkan proses pemeriksaan dalam
persidangan “banding”, “kasasi”, dan “peninjauan
kembali” yang tidak dilakukan dengan dihadiri oleh para
pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan
terbuka untuk umum melanggar hak konstitusional
Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1),
Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
Menurut Pemohon, peradilan tingkat banding merupakan
Jjudex factie yang berkewajiban memeriksa dan mengadili
fakta dalam suatu perkara secara cermat dan benar
dalam rangka menemukan kebenaran yang harus
ditegakkan sesuai dengan perintah Pasal 24 ayat (1)
UUD 1945. Demikian halnya proses persidangan dalam
perkara kasasi dan peninjauan kembali sangat urgen
dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Terlebih
dalam perkara peninjauan kembali, memeriksa bukti
baru (novum) yang validitasnya akan semakin teruji bila
diverifikasi oleh para pihak dan publik.

Terhadap dall Pemohon tersebut, menurut
Mahkamah, MA merupakan peradilan negara tertinggi
dari badan peradilan yang berada di dalam keempat
lingkungan peradilan. Hal tersebut ditegaskan dalam
Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan,
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh  sebuah
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di
bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan
militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh
sebuah Mahkamah Konstitusi”. Sebagai peradilan tingkat
terakhir semua lingkungan peradilan di MA, MA
memeriksa dan mengadili penerapan hukum (judex juris)
yang berbeda dengan peradilan tingkat pertama dan
peradilan tingkat banding. Peradilan tingkat pertama
sebagai judex factie harus dimaknai bahwa majelis hakim
memeriksa fakta, begitu juga dengan peradilan tingkat
banding di mana majelis hakim hanya memeriksa fakta
dan aspek hukumnya. Dalam sistem peradilan di
Indonesia, judex factie dan judex juris adalah dua
tingkatan peradilan berdasarkan cara pengambilan
keputusan dalam bentuk putusan. MA dalam memeriksa
dan mengadili perkara baik dalam tingkat kasasi atau
peninjauan kembali dalam proses mengambil putusan
tetap mendasarkan pada fakta dan hukum sebagaimana
termuat dalam berkas perkara. Secara substansial
dengan kewenangan MA sebagaimana diatur dalam
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undang-undang diharapkan akan tercipta adanya
putusan yang berkepastian hukum dan berkeadilan
hukum, karena seharusnya dalam setiap
putusan pengadilan sudah terkandung tentang adanya
asas, nilai dan norma-norma hukum yang hidup dalam
masyarakat. MA sebagai puncak peradilan mempunyai
fungsi mengadili dengan memeriksa hukum (judex juris)
menurut peraturan perundang-undangan.

Bahwa MA dan peradilan di bawahnya dalam
menjalankan kekuasaannya, yaitu memeriksa perkara
yang menjadi kewenangannya dilakukan secara terbuka
untuk umum. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan
dalam Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU
Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan:

“(1) Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah
terbuka untuk umum, kecuali undang-undang
menentukan lain.” 2 dan 3 dianggap telah
dibacakan.

Bahwa selain pertimbangan hukum tersebut di atas,
hal yang sangat fundamental penting dipertimbangkan
adalah esensi adanya sistem peradilan Indonesia yang
dilakukan secara berjenjang. Tujuan dari sistem tersebut
dimaksudkan agar ada koreksi atas putusan peradilan
pada tingkat di bawah oleh peradilan yang ada di
atasnya. Di samping alasan tersebut, ada argumen yang
kuat dengan diterapkannya peradilan yang bertingkat di
Indonesia yaitu, untuk mengantisipasi kekurangan dan
kekhilafan hakim sebagai manusia dalam memeriksa,
mengadili dan memutus perkara. Kekurangan dan
kekhilafan yang dimaksud di sini adalah kekurangan atau
ketidakcermatan, ketidakbenaran, serta ketidakadilan
yang mungkin saja terdapat dalam putusan hakim. Hal
ini dikarenakan manusia tidak ada yang sempurna,
termasuk hakim itu sendiri. Oleh karenanya dengan
diterapkannya peradilan yang bertingkat ini, apabila
warga negara sebagai pencari keadilan (justiciabelen)
merasa bahwa putusan hakim atau majelis hakim yang
dirasakan, tidak adil maka pencari keadilan masih
mempunyai kesempatan untuk  mencari  dan
memperjuangkan di dalam mendapatkan putusan yang
seadil-adilnya dengan melakukan upaya hukum pada
peradilan yang lebih tinggi/di atasnya.

Bahwa lebih lanjut dapat dijelaskan, sistem peradilan
di Indonesia mengenal tiga jenis tingkatan, yakni
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Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT), dan MA.
Terhadap tingkatan peradilan tersebut terdapat dua jenis
kewenangan dalam memeriksa dan memutus perkara,
yakni kewenangan mengadili perkara berdasarkan fakta
persidangan (judex factie), yaitu kewenangan yang
dimilki oleh peradilan tingkat pertama dan peradilan
tingkat banding dan kewenangan mengadili berdasarkan
hukum (Judex juris), yaitu kewenangan yang dimiliki oleh
MA. Adapun secara terminologi yang dimaksudkan
dengan peradilan yang mengadili berdasarkan fakta
hukum (judex factie) adalah kewenangan peradilan
tingkat pertama dan peradilan tingkat banding untuk
memeriksa para pihak dengan menggali fakta-fakta dan
bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara yang
sedang diadili. Sementara itu kewenangan mengadili
berdasarkan hukum (judex juris) adalah kewenangan
peradilan (MA) yang berkaitan perkara kasasi dengan
memeriksa penerapan hukum yang telah dilakukan oleh
hakim atau majelis hakim dari putusan peradilan tingkat
pertama (PN) dan tingkat banding (PT).

Dengan demikian menjadi kehilangan relevansi dan
esensi, apabila Pemohon menghendaki persidangan pada
tingkat kasasi dan peninjauan kembali harus atau
setidak-tidaknya dilakukan dengan cara memanggil para
pihak dengan mengulang kembali menggali fakta-fakta
hukum, sebagaimana yang telah dilakukan oleh peradilan
tingkat pertama dan peradilan tingkat banding. Di
samping praktik tersebut akan mengingkari asas
peradilan cepat, sederhana dan biaya murah. Namun
demikian, meskipun kewenangan hakim tingkat kasasi
dan peninjauan kembali dibatasi untuk menilai berkaitan
dengan penerapan hukum dan hanya mendasarkan
surat-surat semata, namun dalam hal-hal tertentu jika
hakim kasasi memandang perlu untuk kepentingan
pemeriksaan perkara yang sedang ditangani, maka
hakim kasasi dapat mendengar sendiri para pihak atau
para saksi, atau memerintahkan kepada peradilan tingkat
banding atau peradilan tingkat pertama yang memutus
perkara tersebut untuk melakukan pemeriksaan pada
persidangan dengan mendengar para pihak atau para
saksi dalam persidangan yang terbuka untuk umum (vide
Pasal 50 ayat (1) UU Mahkamah Agung).

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum
tersebut di atas, telah jelas, pilihan undang-undang
dengan tetap melekatkan kewenangan hakim kasasi
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untuk mengadili perkara yang diajukan dengan
mendasarkan pemeriksaan pada surat-surat dan hanya
dalam keadaan yang eksepsional saja dan karena
keperluan yang urgen menghendaki maka dapat
melakukan pemeriksaan dengan mendengar para pihak
dan saksi-saksi ataupun memerintahkan peradilan
tingkat pertama atau peradilan tingkat banding untuk itu.
Namun seandainyapun hakim kasasi mendengar sendiri
para pihak dan saksi-saksi, hal tersebut terbatas dalam
perspektif untuk menambah keyakinan hakim kasasi
terhadap penilaian hasil pemeriksaan surat-surat
(berkas) sebagai hakim yang mengadili penerapan
hukum (judex juris). Hal demikian bukan berarti
menggeser kewenangan MA menjalankan fungsi sebagai
hakim yang menilai fakta persidangan (judex factie).

Bahwa sebagai penjelasan lebih lanjut berkaitan
dengan dalil Pemohon yang menghendaki dalam
mengadili perkara peninjauan kembali, MA juga harus
melaksanakan sidang dengan dihadiri para pihak yang
berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk
umum. Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut
Mahkamah pemeriksaan perkara peninjauan kembali
yang kewenangannya dimiliki oleh MA, meskipun sifat
dari tingkatannya adalah sebagai kewenangan mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir, namun hal ini bukan
berarti MA melaksanakan fungsi sebagai peradilan yang
memeriksa fakta-fakta hukum sebagaimana halnya
dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan
peradilan tingkat banding (judex factie), namun tetap
saja MA menjalankan fungsi dan kewenangan sebagai
peradilan yang memeriksa penerapan hukum. Sebab,
dalam memeriksa perkara peninjauan kembali MA
memeriksa perkara yang bersifat lanjutan, yaitu perkara
yang berasal dari peradilan di semua tingkatan sekalipun
telah berkekuatan hukum tetap.

Dengan demikian selain memeriksa alasan
peninjauan kembali karena adanya bukti baru (novum)
atau alasan lainnya, pemeriksaan yang dilakukan hakim
peninjauan kembali hanya terbatas memeriksa surat
saja, Yaitu berkas perkara, khususnya memori dan
kontra memori peninjauan kembali. Sedangkan dalam
hal memeriksa perkara peninjauan kembali dengan
alasan adanya bukti baru (novum), maka bukti baru
yang dibenarkan hanya terbatas pada surat-surat bukti
yang bersifat menentukan, yang pada waktu perkara
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diperiksa tidak ditemukan (vide Pasal 67 huruf b UU
Mahkamah Agung) dan terhadap penemuan surat-surat
bukti tersebut setelah diserahkan oleh pemohon
peninjauan kembali kepada peradilan tingkat pertama
yang memeriksa perkara tersebut. Dan selanjutnya oleh
peradilan tingkat pertama yang menerima permohonan
peninjauan kembali tersebut dilakukan penyumpahan
terhadap pihak yang menemukan bukti baru tersebut
pada persidangan yang terbuka untuk umum, untuk
selanjutnya berkas permohonan peninjauan kembali a
guo diserahkan kepada MA untuk dilakukan
pemeriksaan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum
tersebut di atas, tidak ada relevansinya dalil Pemohon
yang menghendaki agar persidangan perkara peninjauan
kembali di MA dengan dihadiri para pihak dalam
persidangan yang terbuka untuk umum. Terlebih
Mahkamah tidak dapat menerima alasan Pemohon yang
berpendapat pemeriksaan perkara peninjauan kembali
dapat menghasilkan validitas di dalam memeriksa bukti
baru (novum) apabila diverifikasi oleh para pihak dan
publik. Sementara kewajiban hadir di persidangan
perkara peninjauan kembali selain berdampak adanya
beban biaya yang sangat berat bagi pencari keadilan
yang harus hadir di MA, juga akan berdampak semakin
menumpuknya jumlah perkara dan terhambatnya
penyelesaian perkara di MA. Bahwa selanjutnya
Pemohon juga mendalilkan, pemeriksaan persidangan
perkara pada peradilan tingkat banding untuk dilakukan
dengan dihadiri para pihak yang berperkara dalam
sidang vyang dinyatakan terbuka untuk umum.
Mahkamah berpendapat, bahwa keinginan Pemohon
sebagaimana yang didalilkan tersebut, sebenarnya telah
terakomodasi dalam norma undang-undang yang
mengatur tata cara pemeriksaan perkara pada peradilan
tingkat banding, maupun praktik yang telah dilakukan di
Indonesia selama ini. Sebagaimana diuraikan dan
dibenarkan Pemohon dalam permohonannya, bahwa
berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan
Peradilan Ulangan yang berlaku untuk Wilayah Jawa dan
Madura dan secara mutatis mutandis berlaku untuk
daerah Indonesia lainnya, di mana norma tersebut pada
pokoknya memberikan kewenangan kepada pengadilan
tinggi dengan menegaskan bahwa, “Pengadilan Tinggi
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dalam  pemeriksaan  ulangan  memeriksa  dan
memutuskan dengan tiga Hakim, jika dipandang perlu,
dengan mendengar sendiri kedua belah pihak atau
saksi.” Oleh karenanya dalam pemeriksaan perkara
banding esensi mendasar adalah  melakukan
pemeriksaan ulang terhadap perkara yang telah diputus
oleh peradilan tingkat pertama dengan memeriksa fakta-
fakta dan aspek hukumnya. Dengan demikian oleh
karena pada dasarnya hanya melakukan pemeriksaan
ulang maka sepanjang pemeriksaan fakta-fakta dan
aspek hukumnya dengan memeriksa surat-surat
dipandang telah cukup untuk diambil putusan, sehingga
tidak ada relevansinya lagi untuk melakukan
pemeriksaan perkara dengan mendengar para pihak dan
saksi-saksi. Namun demikian apabila keperluan demi
keadilan, undang-undang telah memberikan instrumen
dengan memberikan pilihan kepada hakim tingkat
banding untuk dapat melaksanakan pemeriksaan dengan
mendengar para pihak dan saksi dalam persidangan
yang terbuka untuk umum.

Bahwa dengan uraian pertimbangan hukum tersebut
di atas, menurut Mahkamah telah jelas, tanpa
mewajibkan pada pemeriksaan peradilan tingkat banding
dengan menghadirkan para pihak dan saksi-saksi jika
telah dipandang cukup oleh hakim banding yang
bersangkutan dan telah dapat memutus perkara secara
adil maka tidak ada urgensi untuk mengakomodir dalil
Pemohon yang Dberkaitan dengan mewajibkan
pemeriksaan perkara pada peradilan tingkat banding
dengan mendengar para pihak dan saksi-saksi. Terlebih
hal tersebut justru akan mengingkari asas peradilan,
cepat dan biaya ringan, sebagaimana juga yang
diinginkan Pemohon berkaitan dengan pemeriksaan
perkara pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum
tersebut, Mahkamah berpendapat dalii Pemohon
berkaitan dengan inkonstitusionalitas Pasal 51 ayat (1)
UU Peradilan Umum serta Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 70
ayat (2) UU Mahkamah Agung, adalah tidak beralasan
menurut hukum;

[3.13.2]Bahwa Pemohon lebih lanjut mendalilkan dalam perkara
perdata tidak dapat diajukan upaya hukum peninjauan
kembali lebih dari satu kali manakala ditemukan adanya
keadaan baru atau novum. Menurut Pemohon norma a
qguo telah memperlakukan Pemohon selaku pihak dalam
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perkara perdata secara diskriminatif. Sebab, norma Pasal
66 ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2)
UU Kekuasaan Kehakiman tersebut telah membatasi hak
Pemohon sebagai pihak dalam perkara perdata untuk
mengajukan upaya hukum peninjauan kembali hanya
satu kali, sementara dalam perkara pidana diberikan hak
konstitusional untuk mengajukan upaya hukum
peninjauan kembali lebih dari sekali.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah telah
berulang kali ~memberikan  penegasan  melalui
pertimbangan hukum terkait dengan norma peninjauan
kembali dalam perkara perdata dalam beberapa putusan,
diantaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
108/PUU-X1V/2016, tanggal 26 Juli 2017. Dianggap telah
dibacakan.

Selain putusan di atas, juga dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XV/2017, tanggal 20
September 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 62/PUU-XVI/2018, tanggal 30 Oktober 2018;

Bahwa meskipun pada permohonan a guo Pemohon
memberikan penekanan alasan yang berbeda, vyaitu
manakala ditemukan bukti baru (novum), agar dapat
dibuka pemeriksaan peninjauan kembali lebih dari satu
kali. Terhadap alasan yang berbeda tersebut, menurut
Mahkamah bukti baru yang dimaksudkan Pemohon dapat
saja ditemukan secara berulang artinya tidak hanya satu
kali pemohon peninjauan kembali berdalih menemukan
bukti baru tersebut. Oleh karena itu seandainya akan
dibuka pemeriksaan peninjauan kembali lebih dari satu
kali dengan alasan ditemukannya bukti baru maka
sangat dimungkinkan akan terjadi pemohon peninjauan
kembali berusaha untuk mengajukan alasan peninjauan
kembali secara berulang-ulang. Hal demikianlah
sesungguhnya yang menjadi kekhawatiran Mahkamah
sebagaimana dituangkan dalam putusan-putusan di atas,
bahwa peninjauan kembali lebih dari satu kali akan
menjauhkan dari asas keadilan dan kepastian hukum.
Terlebih lagi terhadap permohonan pemeriksaan
peninjauan kembali dengan alasan ditemukannya bukti
baru (novum) batas waktunya berbeda dengan alasan-
alasan lainnya untuk mengajukan  permohonan
pemeriksaan peninjauan kembali, yaitu lebih lama karena
kadaluwarsanya 180 (seratus delapan puluh) hari
dihitung sejak ditemukannya bukti baru (novum)
tersebut, bukan sejak putusan perkara yang
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68.

bersangkutan mempunyai kekuatan hukum tetap dan
putusan telah diberitahukan kepada para pihak secara
sah dan patut. (vide Pasal 67 huruf b dan Pasal 69 huruf
b UU Mahkamah Agung).

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum
tersebut di atas dan dikaitkan dengan pertimbangan
hukum Mahkamah pada putusan-putusan Mahkamah
sebelumnya yang berkenaan dengan peninjauan kembali
dalam perkara perdata, Mahkamah berpendapat belum
terdapat alasan yang dapat menggeser pendirian
Mahkamah, bahwa terhadap permohonan pemeriksaan
peninjauan kembali dalam perkara perdata dapat
dilakukan lebih dari satu kali dan justru melalui putusan
ini  Mahkamah  menegaskan  kembali, = masalah
konstitusionalitas norma Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah
Agung dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan kehakiman
berkaitan dengan peninjauan kembali dalam perkara
perdata dianggap selesai dan tidak lagi menjadi
persoalan yang berlarut-larut.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut,
Mahkamah  berkesimpulan  permohonan Pemohon
berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 66
ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) UU
Kekuasaan Kehakiman adalah tidak beralasan menurut
hukum.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di
atas, menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon tidak
beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas,

Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a quo;

[4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X
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69.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap
Anggota, Aswanto, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, Enny
Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra dan
Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa,
tanggal enam, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh, yang
diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk
umum pada hari Senin, tanggal dua puluh enam, bulan Oktober,
tahun dua ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul 12.42 WIB, oleh
sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Achmad
Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon
dan kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan
Presiden atau yang mewakili.

PUTUSAN
Nomor 72/PUU-XVIII/ 2020
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
yang diajukan oleh:

Nama : Abu Bakar

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Agustus 2020 dan
23 September 2020, memberi kuasa kepada M. Maulana
Bungaran, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Jalan Cikini Raya
Nomor 60, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama
atau sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi
kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------- Pemohon,;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Duduk perkara dan selanjutnya dianggap dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah
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[3.1] [3.2] dianggap dibacakan.

[3.3]

[3.4]

[3.5]

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian
undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka vyang
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang
diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-
undang, yaitu: a, b, ¢, d, dianggap dibacakan.

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang
terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

a. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;

b. Ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan
oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian
dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-
I11/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007
tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya,
telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU
MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a, b, ¢, d, e, dianggap
dibacakan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat
(1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya
Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon
sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian
konstitusionalitas dalam permohonan & guo adalah norma
Pasal 9 ayat (1) huruf e dan huruf m UU 9/2010, yang
rumusan selengkapnya menyatakan: dianggap dibacakan.

2. Bahwa Pemohon dalam permohonan & guo menerangkan
kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia
yang mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Legislatif 2019
dan sekaligus juga menerangkan anggapan kerugian
konstitutional yang Pemohon perjuangkan dalam permohonan
a quo bersumber dan identik dengan hak konstitusional
seluruh pemilih di Indonesia;

3. Bahwa menurut Pemohon, Pimpinan DPR harus selalu terjaga
kehormatan dan keluhuran martabatnya sehingga dari sisi
keprotokolan untuk acara kenegaraan atau acara resmi
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Pimpinan DPR harus diberi tata tempat yang sama. Namun UU
9/2010 mengatur tata tempat yang membedakan antar
Pimpinan DPR. Adanya ketidaksamaan hak keprotokolan antar
Pimpinan DPR ini telah merusak sifat kolektif kolegial Pimpinan
DPR sehingga membahayakan dan merugikan institusi DPR.
Pasal 9 ayat (1) huruf e dan huruf m UU 9/2010 yang menjadi
objek pengujian permohonan a guo, tidak menjelaskan tata
tempat wuntuk Pimpinan DPR sehingga menimbulkan
ketidakjelasan mengenai posisi tata tempat Pimpinan DPR
dalam acara kenegaraan dan acara resmi. Menurut Pemohon
pada praktiknya tata tempat Pimpinan DPR dalam acara
kenegaraan dan acara resmi terpisah-pisah antara Ketua DPR
dan Wakil Ketua DPR. Terkadang Wakil Ketua DPR justru
ditempatkan di belakang menteri, padahal Ketua DPR dan
Wakil Ketua DPR sama-sama berstatus Pimpinan DPR yang
bertugas secara kolektif dan kolegial, yaitu menjalankan
kewenangan dan mengambil keputusan secara bersama
dalam posisi yang setara. Ketentuan ini menodai kehormatan
dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga tinggi negara.
Bahwa berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan di atas,
menurut Pemohon telah terjadi kerugian konstitusional yang
dialami oleh Pemohon selaku pemilih anggota DPR yaitu
terlanggarnya prinsip kerja kolektif dan kolegial dan rusaknya
kehormatan dan keluhuran martabat DPR yang mana
merupakan hak Pemohon untuk memilih anggota DPR
berdasarkan konstitusi, yang apabila permohonan dikabulkan,
maka tidak ada lagi ketidakjelasan tata letak Pimpinan DPR
dalam acara kenegaraan dan acara resmi, dan tidak ada lagi
pelanggaran prinsip kerja kolektif dan kolegial dan kerusakan
kehormatan dan keluhuran martabat DPR, serta tidak akan
menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon;

Bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon, Mahkamah
dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 10
September 2020, berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK,
Panel Hakim karena kewajibannya telah memberikan nasihat
kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas
hal-hal yang berkaitan dengan Pemohon dan permohonannya
sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur
dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK dan Pasal 5 ayat
(1) huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman
Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 6/
PMK/2005);
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5. Bahwa Pemohon telah melakukan perbaikan permohonannya
sebagaimana telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah
tanggal 23 September 2020 dan diperiksa dalam sidang
pemeriksaan perbaikan permohonan pada tanggal 24
September 2020. Dalam sidang perbaikan permohonan,
Pemohon prinsipal atau kuasa hukum Pemohon vyang
menandatangani permohonan tidak hadir tetapi menghadirkan
kuasa hukum tambahan atas nama Dwi Ratri Mahanani, S.H.,
yang mana baik dalam permohonan awal maupun dalam
perbaikan  permohonan tidak turut menandatangani
permohonan dimaksud, sehingga Mahkamah menerima
perbaikan permohonan dan mensahkan alat bukti Pemohon
yang disampaikan dalam permohonan awal, namun isi dari
perbaikan permohonan tidak dapat disampaikan oleh kuasa
hukum karena ada keraguan atas penunjukan kuasa hukum
tambahan untuk menyampaikan perbaikan permohonan dalam
persidangan;

6. Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan Persidangan
Pendahuluan Tambahan pada tanggal 5 Oktober 2020 dengan
agenda untuk mengonfirmasi penambahan kuasa hukum.
Pemohon prinsipal tidak hadir tetapi dihadiri oleh kuasa
hukum Pemohon yang menandatangani permohonan awal dan
perbaikan permohonan serta dihadiri juga oleh kuasa hukum
tambahan yang tidak menandatangani permohonan dan
Mahkamah memberikan kesempatan kepada kuasa hukum
Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikan
permohonan [vide Risalah Sidang tanggal 5 Oktober 2020];

7. Bahwa meskipun format perbaikan permohonan Pemohon
telah sesuai dengan sistematika permohonan penguijian
undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1)
dan ayat (2) UU MK dan Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b,
huruf ¢, dan huruf d PMK 6/PMK/2005, namun setelah
Mahkamah memeriksa dengan saksama wuraian ihwal
kedudukan hukum, Pemohon tidak dapat menguraikan secara
jelas kualifikasinya sebagai Pemohon [vide Pasal 51 ayat (1)
UU MK]. Sebab, selain Pemohon mengkualifikasikan dirinya
sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki
hak sebagai pemilih, Pemohon juga memosisikan diri seolah-
olah mewakili kepentingan seluruh pemilih di Indonesia
dengan menyatakannya sebagai persoalan konstitusional yang
“bersumber dan identik dengan hak konstitutional seluruh
pemilih di Indonesia”. Oleh karenanya menjadi tidak jelas
dalam kualifikasi apa sesungguhnya Pemohon memosisikan
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70.

kedudukan hukumnya dalam menjelaskan anggapan perihal
kerugian konstitusionalnya;

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku
dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD
1945, seseorang tidak serta-merta dapat mewakili orang atau
pihak lain tanpa didasari surat kuasa khusus untuk itu [vide
Pasal 43 UU MK], kecuali bagi orang tua yang bertindak untuk
kepentingan anaknya yang belum memenuhi syarat
kecakapan bertindak dalam hukum [vide Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 dan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 97/PUU-XVI/2018]. Berbeda halnya jika
Pemohon secara tegas menjelaskan kualifikasinya hanya
sebagai perseorangan warga negara Indonesia. Andaipun
Pemohon mengkualifikasikan diri sebagai perseorangan,
Pemohon juga tidak dapat menjelaskan perihal anggapan
kerugian konstitusionalnya dan hubungan sebab akibat (causa/
verband) antara anggapan kerugian konstitusional tersebut
dengan norma vyang dimohonkan pengujiannya yang
substansinya berkenaan dengan tata tempat bagi Pimpinan
DPR dalam acara kenegaraan dan acara resmi di ibukota
negara Republik Indonesia;

9. Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat
Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak
sebagai Pemohon dalam permohonan a guo.

[3.6] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a guo, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki
kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, Mahkamah
tidak mempertimbangkan pokok permohonan.

KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana
diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;
[4.3] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
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Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap
Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Daniel
Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin
Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal
enam, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh, yang diucapkan
dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari
Senin, tanggal dua puluh enam, bulan Oktober, tahun dua ribu dua
puluh, selesai diucapkan pukul 12.55 WIB, oleh sembilan Hakim
Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai
Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan
Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Berikutnya,

PUTUSAN
NOMOR 73/PUU-XVIII/2020
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya
Air terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, diajukan oleh:

1. Agus Wibawa

disebut sebagai --------------- -- Pemohon I;
2. Dewanto Wicaksono, S.E., M.M.
disebut sebagai ---------------------mmmmmm e Pemohon II;
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71.

[1.2]

3. Prihatin Suryo Kuncoro

disebut sebagai ---------=----=====mmmmmmm oo Pemohon III;
4. Andy Wijaya
disebut sebagai ---------==-========mmmmmm oo Pemohon 1V;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27
Juli 2020 dan tanggal 11 September 2020 memberi kuasa
kepada Ari Lazuardi, S.H., dan kawan-kawan, beralamat di
Jalan Sungai Pesanggrahan VII Nomor 29 Blok OS, Bukit Cinere,
Depok, bertindak baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri
untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ---------------------- para Pemohon;
Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1]
[3.2]

Dianggap dibacakan.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon
adalah pengujian konstitusionalitas nhorma Undang-Undang, /n
casu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6405, selanjutnya disebut UU 17/2019) terhadap UUD
1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a
quo,

Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3], [3.4] Dianggap telah dibacakan.

[3.5]

Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat

(1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau

kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas,

selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan

hukum para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma Undang-Undang vyang dimohonkan
pengujiannya dalam permohonan a guo adalah Pasal 19 ayat
(2), Pasal 58 ayat (1) huruf a, dan Penjelasan Pasal 59 huruf
c /[sic/] UU 17/2019, yang rumusannya berbunyi sebagai
berikut:
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Dianggap telah dibacakan.

. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan sebagai
Ketua dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Serikat
Pekerja Pembangkit Jawa Bali (DPP SP PJB) didasarkan pada
Berita Acara Penetapan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal
DPP SP PIB Terpilih Periode 2018-2021 Nomor 02. dan
seterusnya, tertanggal 10 Oktober 2018 [vide bukti P-4]
yang berhak mewakili untuk dan atas nama seluruh pekerja
PT Pembangkit Jawa Bali (PT PJB) dan seluruh anggota SP
PJB berdasarkan Surat Mandat Nomor 01 dan seterusnya,
tertanggal 6 Januari 2020 yang pada angka 5 menyatakan,

“"Memberikan mandat secara kolektif kolegial kepada Ketua

dan Sekretaris Jendral SP PJB Dewan Pengurus Pusat untuk

bertindak dan atas nama SP PJB demi suksesnya hal-hal

tersebut diatas” [vide bukti P-18];

. Pemohon III dan Pemohon IV juga menerangkan sebagai

Ketua dan Sekretaris I Persatuan Pegawai PT Indonesia

Power Tingkat Pusat (PP IP Tingkat Pusat) yang berhak

mewakili untuk dan atas nama seluruh pekerja PT Indonesia

Power (PT IP) dan seluruh anggota PP IP sebagaimana

disebutkan dalam Pasal 37 AD/ART [vide bukti P-10] dan

berdasarkan Surat Mandat Khusus Nomor 001 dan
seterusnya [vide bukti P-19] dan Surat Mandat Khusus

Nomor 04.1 dan seterusnya, tertanggal 6 Januari 2020 [vide

bukti P-20];

. Bahwa, menurut para Pemohon Pasal 19 ayat (2), Pasal 58

ayat (1) huruf a, dan Penjelasan Pasal 59 huruf ¢ /sic/] UU

17/2019 memiliki hubungan sebab akibat (causal verband)

dengan kerugian Kkonstitusional atau setidak-tidaknya

potensial yang akan dialami oleh anggota para Pemohon
berupa:

a. Kehilangan pekerjaan dan penghidupan yang layak
karena perusahaan tempat kerja anggota para Pemohon
tidak lagi dapat mempekerjakan pekerja di unit
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);

b. Kehilangan penghidupan yang layak karena listrik sebagai
kebutuhan pokok dan mendasar anggota para Pemohon
akan mengalami kenaikan tarif listrik, sementara Pasal 33
ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan listrik merupakan
kebutuhan pokok yang termasuk hajat hidup orang
banyak;

Dan, manakala permohonan pengujian undang-undang a

guo dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi maka kerugian
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atau potensi kerugian konstitusional para Pemohon tidak
akan terjadi;

5. Bahwa menurut para Pemohon, Mahkamah Konstitusi dalam
putusan-putusan sebelumnya telah menerima pengujian
undang-undang di mana /egal standing pemohonnya
merupakan Ketua dan Sekertaris Jenderal Serikat Pekerja/
Serikat Buruh sebagai perseorangan atau sekelompok orang
yang mempunyai kepentingan sama sebagaimana ketentuan
Pasal 51 ayat (1) huruf a dan Penjelasannya UU MK juncto
Pasal 3 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor
06/PMK dan seterusnya tentang Pedoman Beracara Dalam
Perkara Pengujian Undang-Undang, yaitu Pemohon dalam
perkara Nomor 021/PUU-I/2003, dan Nomor 149/PUU-
VII/2009, Nomor 111/PUU-XIII/2015, dan Nomor 70/PUU-
IX/2011, serta Nomor 72/PUU-XIII/2015;

6. Bahwa para Pemohon, dalam menjelaskan kualifikasi
sebagaimana subyek hukum yang mengalami kerugian hak
konstitusionalnya yang disebabkan oleh berlakunya norma
Undang-Undang vyang dimohonkan pengujian dalam
Permohonan a guo, para Pemohon hanya menyatakan, "akan
mengalami  kerugian yaitu kehilangan pekerjaan dan
penghidupan yang layak karena perusahaan tempat kerja
anggota para Pemohon tidak lagi dapat mempekerjakan
pekerja di unit PLTA dan karena listrik sebagai kebutuhan
pokok dan mendasar akan mengalami kenaikan tarif listrik”
[vide Perbaikan Permohonan, him. 17];

Bahwa, berdasarkan uraian para Pemohon tentang
kualifikasinya maupun anggapan kerugian hak konstitusionalnya
sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat:

a. Mahkamah tidak melihat adanya korelasi langsung antara
kepentingan para Pemohon (7in casu Serikat Pekerja) dengan
mekanisme pengenaan Pajak Permukaan Air (PPA) dan Biaya
Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA). Sebab, jika
dihubungkan dengan anggapan kerugian konstitusional para
pemohon vyaitu, dengan dibebankannya BIPSDA pada
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), hal tersebut akan
menambah  beban  pengeluaran dari PLTA, vyang
mengakibatkan Biaya Pokok Produksi (BPP) menjadi naik dan
dapat melampaui BPP sumber energi listrik lainnya di
antaranya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), sehingga
oleh karenanya PLTA menjadi tidak menarik lagi untuk
dikembangkan dan akhirnya berdampak secara langsung pada
bisnis PLTA yang tidak lagi menjadi kompetitif dan menarik
investor. Kemudian pada akhirnya akan merugikan hak
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konstitusional para Pemohon, yaitu kehilangan pekerjaan dan
penghidupan yang layak karena perusahaan tempat kerja
anggota para Pemohon tidak lagi dapat mempekerjakan
pekerja di unit PLTA dan karena listrik sebagai kebutuhan
pokok dan mendasar akan mengalami kenaikan tarif listrik;

. Bahwa selain itu, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak
dapat menjelaskan hubungan sebab akibat antara BJPSDA dan
PPA dengan anggapan kerugian konstitusional yang dialami
oleh para Pemohon. Sebab, dalam kaitan ini berlaku asas
hukum “tidak ada kepentingan, tidak ada gugatan” (point
d’interest point daction, zonder belang geen rechtsingang)
terlebih para Pemohon tidak mampu menunjukkan bukti yang
dapat meyakinkan Mahkamah bahwa para Pemohon adalah
pihak yang dirugikan sebagaimana disebutkan dalam
permohonan para Pemohon. Bahkan, seandainya pun
pernyataan para Pemohon itu benar, tanpa bermaksud menilai
lebih jauh konstitusionalitas norma yang dimohonkan
penguijiannya oleh para Pemohon berkenaan dengan dua jenis
pembebanan biaya sebagaimana yang dijelaskan oleh para
Pemohon, yaitu PPA dan BJPSDA. Menurut Mahkamah, PPA
berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (UU 28/2009) adalah pajak atas pengambilan
dan/atau pemanfaatan air permukaan, dan Pasal 1 angka 18
menyatakan, air permukaan adalah air yang terdapat pada
permukaan tanah tidak termasuk air laut, baik yang berada di
laut maupun di darat. Selanjutnya Pasal 21 ayat (1) UU
28/2009 menentukan bahwa objek dari PAP adalah
pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Kemudian
Pasal 21 ayat (2) UU 28/2009 pada pokoknya mengecualikan
dari pengenaan objek PAP adalah pengambilan dan/atau
pemanfaatan Air Permukaan untuk keperluan dasar rumah
tangga, pengairan, pertanian dan perikanan rakyat dengan
tetap memperhatikan lingkungan dan peraturan perundang-
undangan, dan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air
Permukaan lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
Bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15
dan seterusnya tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai
Perolehan Air Permukaan, mengategorikan pengguna air
dilihat dari 7 (tujuh) jenis kegiatan atau kegiatan usaha yang
dikenakan PAP vyaitu, 1. sosial, 2. perusahaan non-niaga, 3.
niaga atau perdagangan atau jasa, 4. Industri atau penunjang
produksi, 5. Pertanian termasuk perkebunan, peternakan, dan
perikanan, 6. Tenaga listrik (pembangkit listrik tenaga
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[3.6]

air), dan 7. Pertambangan. Dengan demikian jelaslah bahwa
penggunaan sumber daya air untuk tenaga listrik
sebagaimana usaha di tempat para Pemohon bekerja
termasuk bagian dari pemanfaatan air permukaan di luar
untuk keperluan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 ayat
(2) UU 28/2009, sehingga wajib untuk dikenakan PAP.

Bahwa lebih lanjut berkaitan dengan BJIPSDA
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 28 UU 17/2019
adalah biaya yang dikenakan, baik sebagian maupun secara
keseluruhan kepada pengguna Sumber Daya Air yang
dipergunakan untuk pengelolaan sumber daya air secara
berkelanjutan. Bahwa melalui BJPSDA inilah pemerintah dapat
melakukan konservasi terhadap sumber daya air di Indonesia.
Dengan demikian secara ekonomi, semakin banyak pemanfaat
sumber daya air yang membayar BIJPSDA, maka semakin
besar biaya yang dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan
sumber daya air, sehingga akan memberikan tingkat layanan
yang lebih baik. Namun demikian, pembayaran BJPSDA adalah
menjadi kewajiban perusahan (/n casu PT PJB dan PT IP) yang
tidak ada relevansinya dengan kepentingan para Pemohon;

& Bahwa diterimanya kedudukan hukum Serikat Pekerja di

beberapa putusan Mahkamah sebelumnya, sebagaimana yang
telah para Pemohon uraikan tidak serta-merta menjadikan para
Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan & gquo, karena pada dasarnya pemberian
kedudukan hukum oleh Mahkamah kepada pemohon/para
pemohon sangat tergantung dari terpenuhi atau tidak
terpenuhinya ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005.
Berdasarkan seluruh uraian di atas, telah terang dan tidak

ada keraguan bagi Mahkamah bahwa pada diri para Pemohon
tidak terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara
kerugian konstitusional yang diuraikan dengan berlakunya
norma Pasal 29 ayat (2), Pasal 58 ayat (1) huruf a, dan
Penjelasan Pasal 59 UU 17/2019 yang dimohonkan pengujian.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut para

Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a quo.

Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili
permohonan @ guo namun oleh karena para Pemohon tidak
memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon
dalam permohonan & quo, oleh karena itu, Mahkamah tidak
akan mempertimbangkan pokok permohonan.
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72.

KETUA: ANWAR USMAN
4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana
diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a guo;
[4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk

mengajukan permohonan a quo;

[4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap
Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Daniel
Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin
Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal
enam, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh, yang diucapkan
dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari
Senin, tanggal dua puluh enam, bulan Oktober, tahun dua ribu dua
puluh, selesai diucapkan pukul 13.12 WIB, oleh sembilan Hakim
Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita
sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya,
Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang
mewakili.

PUTUSAN
NOMOR 76/PUU-XVIII/ 2020
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, yang diajukan oleh:
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73.

1. Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.

Berdasarkan Surat Kuasa khusus bertanggal 30 Agustus 2020

memberi kuasa kepada Yohanes Mahatma Pambudianto, S.H.

Advokat yang memilih domisili di Jalan Tanah Abang [sic] 1

Nomor 12 Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-

sama bertindak dan atas nama pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai -----------------==-=-nmmmemm-- Pemohon;
[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA
Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Dianggap dibacakan.

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan
untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
(Lembaran Negara dan seterusnya dianggap dibacakan, selanjutnya
disebut UU 39/2008), terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah
berwenang mengadili permohonan a guo.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian
Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka vyang
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang
diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-
undang, yaitu: a, b, ¢, d dianggap dibacakan
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang
terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a, b
dianggap dibacakan.

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah
Konstitusi dan seterusnya dianggap dibacakan telah berpendirian
bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus
memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a, b, ¢, d, e dianggap dibacakan.

[3.5] Bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK
dan syarat-syarat kerugian dan seterusnya dianggap dibacakan,

72



Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon

sebagai berikut: angka 1 dianggap dibacakan, angka 2 dianggap

dibacakan. Diulang, akan dibacakan.

6. Bahwa Pemohon dalam kualifikasinya sebagai perseorangan
warga negara Indonesia menerangkan kerugian konstitusional
yang dialaminya sebagai berikut:

d.

Bahwa Pasal 23 UU 39/2008 menimbulkan ketidakpastian
hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80 dan
seterusnya 2019 karena dalam pelaksanaannya Wakil
Menteri tetap merangkap jabatan. Sebagai contoh para
Wakil Menteri yang berada di Kementerian Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) yang menjadi salah satu sektor utama
yang menunjang pemasukan negara dari usaha-usaha yang
menyangkut hajat hidup orang banyak, termasuk
Pemohon, oleh karenanya Pemohon mengalami kerugian
konstitusional sebagaimana dimaksud [sic] ... sebagaimana
dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Mahkamah ... Bahwa sebagai Constitutional Lawyer,
Pemohon merupakan Kuasa Hukum dalam Perkara Nomor
80 dan seterusnya 2019 yang telah diputus pada hari
Kamis tanggal 27 Agustus 2020, dalam persidangan
terbuka untuk umum dengan amar putusan “Menyatakan
permohonan para Pemohon tidak dapat diterima”. Namun
pada bagian Pertimbangan Hukum Putusan tersebut,
Mahkamah memberikan penegasan melarang Wakil Menteri
merangkap jabatan dan  implementasi terhadap
Pertimbangan Hukum tersebut ... Putusan tersebut
dipandang oleh Pemerintah hanya sebagai saran serta tidak
mengikat, sehingga merugikan Pemohon sebagai Kuasa
Hukum vyang telah berusaha berupaya mewujudkan
kepastian hukum atas adanya rangkap jabatan yang
dilakukan oleh wakil-wakil Menteri;

Bahwa Pemohon sebagai penggiat/aktivis yang concern
mewakili kepentingan publik dalam hal penegakan nilai-nilai
konstitusionalisme. Hal ini dibuktikan sejak tahun 2011
Pemohon menjadi inisiator dan pendiri serta Ketua Umum
pertama Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK).
Pemohon merasa dengan tidak dimuatnya penegasan
pertimbangan hukum Mahkamah dalam Amar Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 80 dan seterusnya dianggap
dibacakan tahun 2019, menimbulkan perbedaan pendapat
dan sikap dalam memaknai Pasal 23 UU 39/2008, sehingga
kekuatan hukum mengikat Pasal 23 UU 39/2008
menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Wakil Menteri. Hal
ini jelas melanggar prinsip negara hukum sebagaimana
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diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Artinya, terhadap
upaya yang telah dilakukan oleh Pemohon untuk
menegakkan nilai-nilai konstitusionalisme terhadap adanya
rangkap jabatan Wakil Menteri menjadi sia-sia. Hal ini
terlihat dengan diabaikannya Pertimbangan Hukum
Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 80 dan seterusnya
dianggap dibacakan Tahun 2019 karena tidak berimplikasi
pada keberlakuan norma Pasal 23 UU 39/2008 yang tetap
dimaknai sebagaimana tertulis secara eksplisit yakni hanya
Menteri yang dilarang rangkap jabatan, tidak termasuk
Wakil Menteri;

d. Bahwa Pemohon sebagai influencer memiliki kanal Youtube
dengan nama channe/ “Konstitusionalitas TV” di mana ...
“Konstitusionalis TV” di mana tujuan dibentuknya adalah
mensosialisasikan dan menyerukan serta mengajak
masyarakat mengenai “pentingnya berkonstitusi dalam
bernegara”, dan dalam hal rangkap jabatan Wakil Menteri,
Pemohon telah membuat konten dengan tema "“Jabatan
Wakil Menteri bisa merangkap jabatan dan diisi oleh Warga
Negara Asing”. Selain melalui kanal Youtube, Pemohon
juga aktif memberikan pengaruh kepada masyarakat dunia
maya melalui media sosial Facebook untuk memberikan
pengaruh kepada masyarakat dunia maya dalam rangka
mengawasi perkembangan hukum dan  konstitusi,
khususnya perkara-perkara yang ditangani di Mahkamah
Konstitusi.

7. Bahwa Kerugian konstitusional Pemohon akan berhenti atau
tidak akan lagi terjadi apabila Mahkamah menyatakan norma
Pasal 23 UU 39/2008 bertentangan secara bersyarat
(Conditionally Unconstitutional) dengan UUD 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian
Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya,
sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, menurut
Mahkamah, Pemohon pada pokoknya hanya menguraikan
anggapan kerugian konstitusional yang dialaminya terhadap
implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80 dan
seterusnya dianggap dibacakan Tahun 2019 oleh Pemerintah.
Padahal norma yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon
adalah Pasal 23 UU 39/2008, namun Pemohon hanya
mengedepankan implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 80 dan seterusnya dianggap dibacakan Tahun 2019 yang
menurut Pemohon pada pokoknya wakil menteri dilarang rangkap
jabatan. Menurut Mahkamah, uraian anggapan kerugian
konstitusional Pemohon tersebut tidak secara spesifik dan aktual
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[3.7]

ataupun setidak-tidaknya berpotensi karena berlakunya ketentuan
norma Pasal 23 UU 39/2008. Pemohon hanya menguraikan
kerugian secara umum atas keberlakuan pasal @ guo namun tidak
secara jelas dan rinci menguraikan kerugian sesungguhnya yang
dialami oleh Pemohon. Oleh karena itu, Mahkamah tidak
menemukan adanya hubungan sebab akibat dari keberlakuan
Pasal 23 UU 39/2008 dengan kerugian yang dialami oleh
Pemohon berkaitan dengan hak konstitusional sebagaimana diatur
dalam UUD 1945. Terkait dengan uraian Pemohon yang
menyatakan sebagai /nfluencer yang kerap kali memberikan
pemahaman konstitusional kepada masyarakat melalui Youtube
dan media sosial lainya, menurut Mahkamah, Pemohon tidak
serta-merta memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan setiap
permohonan pengujian undang-undang. Pemohon memiliki
kedudukan hukum apabila dapat menjelaskan adanya keterkaitan
logis dan causal verband bahwa pelanggaran hak konstitusional
atas berlakunya norma pasal yang diuji adalah dalam kaitannya
dengan status Pemohon sebagai /nfluencer dan memang
menunjukkan kerugian yang nyata sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006 dan seterusnya dianggap dibacakan Tahun 2005 serta
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 dan seterusnya Tahun
2007 dianggap dibacakan ... Tahun 2007 sebagaimana telah
dikemukakan di atas. Dengan demikian tidak diperoleh hubungan
. adanya ini, tambah adanya ... hubungan kausalitas antara
uraian anggapan kerugian yang dijelaskan oleh Pemohon dengan
pasal yang dimohonkan pengujian.

Menimbang bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon yang
mengajukan permohonan pengujian UU 39/2008 telah terdapat
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU- dan seterusnya
dianggap dibacakan Tahun 2009 vyang pada pokoknya
menyatakan permohonan yang dimohonkan pengujian adalah
undang-undang mengenai organ pemerintah, /n casu UU 39/2008
yang di dalamnya mengatur mengenai kedudukan dan urusan
pemerintah, tugas, fungsi dan susunan organisasi, pembentukan,
pengubahan, dan pembubaran kementerian, pengangkatan dan
pemberhentian, hubungan fungsional kementerian dan lembaga
pemerintah nonkementerian, dan hubungan kementerian dengan
pemerintah daerah. Materi muatan pasal-pasal dalam UU 39/2008
tersebut mengikat penyelenggara negara/organ pemerintah baik
di pusat ataupun di daerah dan sama sekali tidak mengikat warga
negara pada umumnya. Namun demikian, bukan berarti UU
39/2008 tidak dapat dipersoalkan pengujian konstitusionalitasnya
oleh warga negara. UU 39/2008 tetap dapat dipersoalkan
penguijian konstitusioniltasnya sepanjang warga negara yang
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bersangkutan memiliki kepentingan hukum langsung maupun
tidak langsung dengan UU 39/2008. Sementara itu, menurut
Mahkamah, Pemohon sebagai perseorangan warga negara
Indonesia, Constitutional Lawyer, pegiat/aktivis, dan influencer
tidak mempunyai kepentingan hukum baik secara langsung
maupun tidak langsung dengan materi muatan UU 39/2008
khususnya terhadap pasal @ guo yang dimohonkan pengujiannya.
Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah
Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a guo.

[3.8] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a guo, namun dikarenakan Pemohon tidak memiliki
kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan & quo,
Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.

HAKIM KETUA: ANWAR USMAN
4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana
diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a guo;
[4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a quo;
[4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi dan seterusnya,

AMAR PUTUSAN
Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 3X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap
Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan MP
Sitompul, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh,
dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin,
tanggal sembilan belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh,
yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk
umum pada hari Senin, tanggal dua puluh enam, bulan Oktober,
tahun dua ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul 13.25 WIB, oleh
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sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh I Made
Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri
oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan
Presiden atau yang mewakili.

Berikut.

PUTUSAN
Nomor 77 /PUU-XVIII/ 2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Zico
Leonard Djagardo Simanjuntak berdasarkan Surat Kuasa
Khusus bertanggal 9 September 2020 memberi kuasa kepada
Bayu Segara, S.H. dan Denny Fajar Setiadi, S.H.,
berkedudukan hukum di Jalan Sunan Giri Nomor 100, RT 003/001,
Kelurahan Pondok Bahar, Kecamatan Karang Tengah, Kota
Tangerang, Provinsi Banten, bertindak untuk secara bersama-
sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi
kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------------=--====-==mmmmmm-- Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA
[2.1] dan seterusnya dianggap dibacakan.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1], [3.2] dianggap dibacakan.
Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3], [3.4], [3.5] dianggap dibacakan.
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[3.6]

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a guo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum
untuk mengajukan permohonan & guo, selanjutnya Mahkamah
akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7]

[3.8]

[3.9]

[3.10]

[3.11]

Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal
1365 KUH Perdata, Pemohon mengemukakan dalil-dalil
permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan-alasan
Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara
Putusan ini):

1, 2, 3, 4, 5, 6 dianggap dibacakan.

Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya,
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi
tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11, yang selengkapnya
telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan a guo telah jelas,
Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya
untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 54 UU MK.

Menimbang bahwa Mahkamah setelah membaca secara saksama
permohonan Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, dan
mempertimbangkan argumentasi Pemohon, Mahkamah
selanjutnya akan mempertimbangkan dalil pokok permohonan
Pemohon.

Menimbang bahwa kerugian dalam hukum perdata dapat timbul
karena wanprestasi atau dapat pula timbul karena perbuatan
melawan hukum. Kerugian dalam wanprestasi terjadi karena
keadaan di mana kreditur maupun debitur tidak memenuhi
perjanjian yang telah disepakati kedua pihak. Pasal 1243 KUH
Perdata menyatakan, “Penggantian biaya, kerugian dan bunga
karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila
debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk
memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan
atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam
waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. Artinya,
suatu wanprestasi tidak akan terjadi jika tidak ada suatu
perjanjian yang mendahuluinya.

Bahwa adapun perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum
perdata adalah timbul karena perintah undang-undang maupun
timbul karena perbuatan orang, sehingga dengan perkataan lain,
seseorang dapat disebut telah melakukan perbuatan melawan
hukum meskipun sebelumnya tidak ada perjanjian antara kedua
belah pihak sepanjang memenuhi unsur-unsur perbuatan
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melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata
yang menyatakan, “Tiap perbuatan melanggar hukum yang
membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang
karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian
tersebut”. Dari ketentuan Pasal @ guo perbuatan melawan hukum
dapat ditarik unsur-unsurnya sebagai berikut: 1) Perbuatan
melawan hukum; 2) Timbulnya kerugian; 3) Hubungan kausal
antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian; dan 4)
Kesalahan pada pelaku.

Bahwa dari unsur-unsur tersebut di atas, unsur yang perlu
dipertimbangkan lebih lanjut adalah “hubungan kausal antara
perbuatan melawan hukum dengan kerugian”, sehingga harus
dibuktikan adanya hubungan yang bersebab akibat antara
perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang terjadi.

[3.12] Menimbang bahwa dalam permohonan a guo yang perlu dijawab
adalah apakah kerugian membayar jasa advokat dari Penggugat
atau Tergugat dalam menghadapi perkara perdata di pengadilan
dapat dibebankan kepada pihak lawan dengan alasan bahwa
kerugian membayar jasa advokat tersebut adalah merupakan
akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak
lawan.

Bahwa selanjutnya perlu dijelaskan tentang perbuatan apa yang
dimaksud dengan perbuatan melawan hukum karena
penafsirannya telah mengalami perkembangan doktrin di mana
sebelum tahun 1919, perbuatan melawan hukum itu ditafsirkan
secara sempit yaitu perbuatan yang bertentangan dengan
undang-undang saja sebagaimana aliran legisme yang
menganggap bahwa hukum hanyalah apa yang tercantum dalam
undang-undang. Namun setelah tahun 1919 telah terjadi
perluasan penafsiran perbuatan melawan hukum yang unsur-
unsurnya di antaranya adalah: 1) mengganggu hak orang lain; 2)
bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; 3)
bertentangan dengan kesusilaan; 4) bertentangan dengan
kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki
seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat
atau terhadap benda orang lain.

Bahwa dengan berkembangnya penafsiran perbuatan melawan
hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas maka dalam
menentukan perbuatan seseorang, /n casu mengajukan gugatan
ke pengadilan untuk mempertahankan haknya adalah menjadi
ranah hakim pengadilan perdata yang memeriksa perkara
tersebut yang dapat menilainya apakah perbuatan tersebut
merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak.

[3.13] Menimbang bahwa dalam praktik beracara di pengadilan yang
berlaku hingga sekarang ini bahwa seseorang yang beracara di
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persidangan perdata tidak diwajibkan menggunakan jasa advokat
(vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUU-XV/2017,
bertanggal 14 Desember 2017). Dalam hal perkara perdata di
mana prinsipal diwakili oleh advokat maka dalam keadaan
demikian menjadi pertanyaan apakah biaya jasa advokat yang
dibayarkan oleh seseorang tersebut dapat ditafsirkan sebagai
kerugian yang diakibatkan perbuatan pihak lawan maka penilaian
demikian pun adalah tetap menjadi ranah penilaian hakim untuk
menetapkannya apakah kerugian tersebut mempunyai hubungan
kausal dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh
pihak lawan berperkara.

Bahwa kerugian yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata
dapat berupa kerugian materiil maupun immateriil, nhamun dalam
suatu perkara perdata, penilaian kerugian tersebut tergantung
pada pembuktian para pihak serta penilaian hakim yang
memeriksa perkara tersebut, demikian pula dalam menentukan
apakah honorarium advokat termasuk sebagai kerugian akibat
yang dapat dilekatkan karena adanya perbuatan melawan hukum
atau bukan.

[3.14] Menimbang bahwa penggunaan Pasal 1365 KUH Perdata sebagai
dalil gugatan merupakan kebebasan atau hak bagi siapa pun yang
mengajukan gugatan, termasuk dalam hal ini akan menggunakan
jasa advokat atau tidak hal tersebut adalah ranah privat atau
perdata, sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum acara
perdata. Perihal dikabulkan atau tidak dikabulkannya gugatan
yang mendalilkan Pasal 1365 KUH Perdata, termasuk penilaian
kerugian yang dialami penggugat dengan mendasarkan kepada
Pasal 1365 KUH Perdata, hal tersebut merupakan kewenangan
hakim yang memeriksa perkara tersebut sesuai dengan penilaian
hakim setelah melalui proses pemeriksaan persidangan ataupun
dapat pula dengan mempertimbangkan putusan terdahulu atau
yurisprudensi.  Bahkan  Pemohon  sendiri  dalam  dalil
permohonannya pun menyebutkan telah ada putusan Mahkamah
Agung dalam tingkat kasasi yaitu dalam Putusan Nomor 3557
K/Pdt/2015, bertanggal 29 Maret 2016, yang dalam diktumnya
menyatakan, “Biaya Advokat adalah tanggung jawab dan
kewajiban yang sudah disepakati Penggugat sendiri, sehingga
tidak tepat bila dibebankan kepada para Tergugat. Lagi pula tidak
ada keharusan bagi Penggugat untuk menggunakan jasa
Pengacara/Advokat karena Penggugat dapat mengajukan gugatan
sendiri ke Pengadilan”. Hal tersebut menunjukkan bahwa
penilaian ganti kerugian yang dapat dituntut dan dikabulkan
dalam perkara perdata adalah merupakan kewenangan hakim
yang memeriksa perkara tersebut, setelah mempertimbangkan
dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti-
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bukti yang diajukan para pihak di persidangan. Adapun persoalan
perkara konkret yang dialami Pemohon yang dituntut ganti
kerugian atas biaya honorarium jasa advokat, menurut
Mahkamah, merupakan persoalan yang berkaitan dengan
penerapan norma dan bukan persoalan konstitusionalitas norma.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di
atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon adalah tidak
beralasan menurut hukum.

KETUA: ANWAR USMAN
4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana

diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a guo;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a quo;

[4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:
Menolak permohonan Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap
Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Daniel Yusmic
P. Foekh, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, dan Saldi
Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal
sembilan belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh, yang
diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk
umum pada hari Senin, tanggal dua puluh enam, bulan Oktober,
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tahun dua ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul 13.38 WIB, oleh
sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap
Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Daniel Yusmic
P. Foekh, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, dan Saldi
Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Jefri
Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh
Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau
yang mewakili.

PUTUSAN
NOMOR 79/PUU-XVIII/ 2020
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, yang diajukan oleh:

Nama : Joshua Michael Djami

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7

September 2020, memberi kuasa kepada Zico Leonard

Djagardo Simanjuntak, S.H., dan Almas Rioga Pasca

Pratama;

Selanjutnya disebut sebagai ---------------====-==mmmnm-- Pemohon;
[1.2]Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA dan seterusnya dianggap dibacakan.
77. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut
permohonan Pemohon secara keseluruhan, Mahkamah perlu
mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a guo dalam
sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 30 September
2020. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
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2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), Panel
Hakim sesuai dengan kewajibannya telah memberikan nasihat
kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas
hal-hal yang berkaitan dengan Pemohon dan permohonannya
sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur
dalam Pasal 31 UU MK dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman
Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK
6/PMK/2005). Dalam sidang tersebut, Panel Hakim telah
menyatakan bahwa Pemohon dapat menyampaikan perbaikan
permohonan ke Mahkamah selambat-lambatnya pada tanggal
13 Oktober 2020, yaitu 14 (empat belas) hari sejak sidang
pemeriksaan pendahuluan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2)
Uu MK;

. Bahwa Pemohon telah melakukan perbaikan permohonannya
sebagaimana telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada
tanggal 13 Oktober 2020 dan diperiksa dalam sidang
pemeriksaan perbaikan permohonan pada tanggal 14 Oktober
2020. Perbaikan permohonan Pemohon tersebut memuat
sistematika: Identitas Pemohon, Kewenangan Mahkamah
Konstitusi, Pasal Yang Diujikan dan Model Petitum, Pokok
Perkara, Kedudukan Hukum Pemohon Dan Kepentingan
Konstitusional Pemohon, Permohonan Tidak Ne Bis In Idem
Dan Sebagai Upaya Melindungi Hak Konstitusional Pemohon,
Alasan Mengajukan Permohonan, dan Petitum;

. Bahwa meskipun format perbaikan permohonan Pemohon
sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas pada dasarnya
telah memenuhi format permohonan pengujian undang-
undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK
dan Pasal 5 ayat (1) PMK 6/PMK/2005, namun setelah
Mahkamah memeriksa dengan saksama telah ternyata
terdapat kesalahan dalam penulisan kutipan pasal yang
menjadi objek pengujian. Pemohon dalam hal ini menyatakan
norma yang dimohonkan pengujiannya adalah Pasal 15 ayat
(2) UU 42/1999 akan tetapi yang dikutip ternyata merupakan
materi muatan Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999 [vide
permohonan Pemohon him. 3];

. Bahwa selain kesalahan kutipan tersebut di atas, permohonan
Pemohon tidak konsisten menyebutkan secara tegas
mengenai objek permohonannya. Pada bagian perihal
permohonan Pemohon hanya menyebutkan pengujian Pasal
15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999,
namun pada kedudukan hukum dan alasan
permohonan/posita, uraian pada kedua bagian tersebut
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dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
18/PUU-XVII/2019 yang telah memaknai Pasal 15 ayat (2) dan
Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999. Adapun pada
bagian petitum permohonan Pemohon menyebutkan kedua
objek permohonan secara alternatif yakni Pasal 15 ayat (2)
dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 sebelum ada
putusan Mahkamah atau Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan
Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 yang telah dimaknai Mahkamah
Konstitusi dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019. Dengan
adanya inkonsistensi tersebut maka dalam batas penalaran
yang wajar objek permohonan Pemohon menjadi tidak jelas.
Seharusnya terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau
bagian undang-undang yang telah diputus Mahkamah maka

penyebutannya ditambahkan dengan pemaknaan
sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam
permohonan a qguo sebagaimana dinasihatkan dalam

sidang pemeriksaan pendahuluan, seyogyanya secara tegas
dan konsisten menyebutkan Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan
Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 sebagaimana telah dimaknai
oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas,
menurut Mahkamah permohonan Pemohon adalah kabur.
[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah
kabur maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut
permohonan Pemohon dan hal-hal lain.

78. KETUA: ANWAR USMAN

4, KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana
diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1] Permohonan Pemohon kabur;
[4.2] Permohonan Pemohon dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan

lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 3X

84



Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap
Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan MP.
Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin
Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal
sembilan belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh, yang
diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk
umum pada hari Senin, tanggal dua puluh enam, bulan Oktober,
tahun dua ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul 13.45 WIB, oleh
sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap
Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan MP.
Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin
Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Syukri
Asy’ari sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan
kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden
atau yang mewakili.

Pengucapan putusan telah selesai, kemudian untuk salinan
putusan akan dikirimkan melalui email kepada para pihak setelah sidang
dinyatakan ditutup. Untuk salinan putusan berupa hardcopy akan
dikirimkan kepada para pihak paling lambat 3 hari kerja setelah sidang
pengucapan putusan selesai. Dengan demikian sidang selesai dan
ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.46 WIB

Jakarta, 26 Oktober 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah
Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.
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